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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to find out the mechanism of financing 
distribution, the causes of problematic financing, and how to deal with problem 
financing especially in the murabahah contract at the KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta. This research is an explorative and evaluative study of handling 
problem financing using qualitative methods through a descriptive-analytical 
approach. Information collection is done by conducting interviews with the 
Manager and Marketing of KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta.  
 Based on the report of Non-Performing Financing (NPF) on murabahah 
products at the KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta shows that in 2015 
bad financing was 4.5%, in 2016 bad financing was 4.6% and in 2017 the 
financing was bad at 4.9%. Even though it is still below the maximum limit set by 
BI at 5%, however, financing is stalled from year to year in the KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta have increased. 
 The results of the research showed that the handling of financing was 
problematic in the KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta, namely by way of 
giving administrative warning letters three times in stages and finding solutions 
with effective approaches and deliberations. These solutions include rescheduling, 
reconditioning, and confiscation of collateral. 
Keywords: Murabahah, Problem Financing, BMT 
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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penyaluran 
pembiayaan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta cara penanganan 
pembiayaan bermasalah khususnya pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta. Penelitian ini merupakan kajian eksploratif sekaligus 
evaluatif terhadap masalah penanganan pembiayaan bermasalah dengan 
menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak 
pengelola yaitu Manager dan Marketing KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta. 
 Berdasarkan laporan Non-Performing Financing (NPF) pada produk 
murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta menunjukkan bahwa 
pada tahun 2015 pembiayaan macet sebesar 4,5%, pada tahun 2016 pembiayaan 
macet sebesar 4,6% dan pada tahun 2017 pembiayaan macet sebesar 4,9%. 
Walaupun masih di bawah batas maksimum yang ditetapkan BI sebesar 5%, akan 
tetapi pembiayaan macet dari tahun-ketahun di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta mengalami peningkatan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah 
di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu dengan cara pemberian surat 
peringatan administratif sebanyak tiga kali secara bertahap dan pencarian solusi 
dengan pendekatan-pendekatan secara efektif dan musyawarah. Solusi-solusi 
tersebut diantaranya yaitu dengan rescheduling (penjadwalan ulang), 
reconditioning (persyaratan ulang), dan penyitaan barang jaminan. 
  
Kata kunci : Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, BMT  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Baitul Maal Wat Tamwiil atau biasa disebut dengan BMT, dari segi 
bahasa memiliki arti rumah uang  (Baitul Maal) dan (rumah) pembiayaan (Wat 
Tamwiil. Baitul Maal adalah suatu lembaga keuangan yang berorientasi sosial 
keagamaan yang kegiatan utamanya menampung dan menyalurkan harta 
masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan aturan-aturan 
syariah sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya (Ilmi, 2002 : 65). 
Pada tahun 2017, pertumbuhan BMT tidak terlalu menggembirakan. 
Menurut Jularso, “pertumbuhan BMT tidak terlalu pesat dan relatif stagnan 
karena adanya masalah di mikro. Terjadinya stagnan pada pertumbuhan BMT 
karena pasar mikro pada saat ini dipengaruhi oleh lembaga keuangan makro…”. 
Banyaknya lembaga keuangan makro yang menyerbu pasar mikro mengakibatkan 
beberapa anggota keuangan mikro beralih dan secara tidak langsung menghambat 
pertumbuhan BMT (kompas.com/, diakses pada 5 mei 2017). 
Selain adanya serbuan dari lembaga keuangan makro, Baitul Maal Wat 
Tamwiil atau biasa disebut dengan BMT kerap mengalami kendala internal 
maupun eksternal. Menurut Sudrajat, “yang sering menjadi persoalan dalam BMT 
adalah SDI. Angkatan perintis, menggunakan BMT selain untuk lembaga 
pembiayaan juga digunakan sebagai lahan dakwah. Sedangkan angkatan muda, 
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memiliki orientasi berbeda, bahkan penyalahgunaan lembaga keuangan BMT 
sebagai alat untuk menggelapkan dana (republika.co.id, diakses 17 januari 2017). 
Maka dari itu, dalam pemilihan Sumber Daya Insani (SDI) yang terlibat 
perlu adanya perhatian yang lebih. Dengan pemilihan sumber daya insani yang 
tepat, diharapkan sumber daya insani yang terlibat dapat mengemban amanah 
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat 
meminimalisasi masalah internal. 
Selain faktor Sumber Daya Insani (SDI), faktor anggota juga menjadi 
masalah dalam BMT yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Menurut 
Prasetyo, “timbulnya permasalahan pihak BMT dengan anggota kebanyakan 
bukan karena pihak anggota tidak berniat untuk melakukan pembayaran cicilan, 
melainkan karena pihak anggota tidak mampu menghadapi persoalan yang timbul 
dalam perusahaannya sehingga menyebabkan pihak anggota tidak mampu 
membayar cicilan tepat waktu” (republika.co.id, diakses 17 januari 2017). 
Berbagai masaalah di atas tersebut, juga mempengaruhi kondisi 
pembiayaan pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam yang berlokasi di Nusukan, 
Banjarsari, Kota Surakarta. KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam adalah salah satu 
BMT yang ada di kota Surakarta yang didirikan oleh Ibu-Ibu wanita Islam 
Surakarta yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga anggota 
dan masyarakat disekitar yang salaam, penuh keselamatan, kedamaian dan 
kesejahteraan. 
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Menurut hasil wawancara pada Ibu Yayuk selaku manajer KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam, beberapa program KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam yaitu 
pengembangan usaha mikro dan kecil melalui fasilitas pembiayaan, pembinaan 
dan pendampingan, serta jaringan usaha dan simpanan. Pembiayaan saat ini 
diutamakan kepada pedagang kaki lima ataupun pengusaha kecil yang berada di 
wilayah Kota Solo dan sekitarnya diantaranya di Pasar Jongke dan Pasar Legi.  
Pendampingan dilakukan sebagai bentuk kepedulian KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam dalam membina dan membimbing anggotanya dalam pengelolaan 
usahanya. Selain pendampingan di bidang perdagangan, pendampingan juga 
dilakukan di bidang pertanian. Pendampingan di pertanian ini telah dilakukan di 
wilayah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk pemberdayaan 
petani lahan sempit melalui budidaya Buah Naga. Pendampingan dilakukan dalam 
bentuk manajemen keuangan, pelatihan-pelatihan, dan pembentukan jaringan. 
Berbagai akad pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS BMT 
Annisa’Wanita Islam diantaranya adalah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, 
dan Ijarah. Dari berbagai bentuk pembiayaan diatas yang paling dominan dan 
banyak peminatnya pada KJKS BMTAnnisa’Wanita Islam adalah pembiayaan 
Murabahah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan  
pada KJKS BMT Annisa’Wanita Islam Surakarta 
(2015-2017) 
Tahun 
Jenis dan Perkembangan Pembiayaan 
Murabahah Mudharabah Qhordul 
Hasan 
Ijarah 
2015 733.640.247 52.430.500 16.322.900 113.920.200 
2016 693.376.222 49.187.450 18.387.874 104.528.180 
2017 766.180.725 54.352.132 16.640.610 115.503.639 
Sumber : RAT Tahun 2015-2017 KJKS BMT Annisa’Wanita Islam Surakarta 
Dari tabel diatas tersebut dapat dijelaskan bahwa pembiayaan pada KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dari tahun 2015-2016 mengalami 
peningkatan diberbagai pembiayaan. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami 
penurunan pembiayaan kecuali Qhardul Hasan. Akan tetapi yang paling 
mendominasi dibanding pembiayaan yang lain adalah pembiayaan murabahah. 
Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah lebih mudah dalam proses pemberian 
pembiayaannya serta lebih kecil terjadinya masalah dalam pembiayaan.  
Pembiayaan murabahah sendiri merupakan jual-beli suatu barang dimana 
harga jual barang tersebut sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan 
yang diambil oleh pihak penjual yang telah disepakati oleh kuduabelah pihak. 
Keistimewaan dari akad murabahah adalah pihak penjual harus memberitahukan 
harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh kepada pihak 
pembeli(Ridwan, 2013 : 32). 
Pihak KJKS BMT Annisa’Wanita Islam sebelum melakukan penyaluran 
dana pembiayaan kepada anggota selalu membuat kesepakatan terlebih dahulu 
dan kesepakatan tersebut tertuang dalam akad atau perjanjian pembiayaan yang 
disetujui oleh kedua belah pihak. walaupun sudah ada perjanjian yang telah 
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disepakati oleh kedua belah pihak, terkadang masih saja muncul masalah 
wanprestasi entah dari pihak internal maupun eksternal. 
Menurur Ibu Yayuk selaku manager, contoh masalah internal KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam yaitu pegawai yang kurang tegas kepada anggota yang 
melakukan pembiayaan bermsalah dengan alasan semua pegawai adalah wanita 
yang memiliki rasa belas kasih lebih besar dari laki-laki. Sedangkan dari pihak 
eksternal yaitu pihak anggota melakukan wanprestasi atas dana yang disalurkan 
untuk pembiayaan. Penyebabnya yaitu pihak anggota tidak mampu 
mengembangkan usahanya sehingga tidak mampu membayar angsuran yang 
ditanggungnya. 
Contoh kasus pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah menurut 
hasil wawancara kepada Ibu yayuk selaku manajer KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam yaitu seperti diantaranya adalah seorang anggota yang memiliki usaha toko 
plastik yang berlokasi di pasar jongke meminjam sejumlah uang sebagai 
tambahan untuk modal dengan menjaminkan sebuah BPKB kendaraan bermotor 
roda empat. Cicilan pengembalian biaya bulan kesatu dan kedua lancar, akan 
tetapi pada bulan ketiga, anggota tidak melakukan kewajiban membayar cicilan. 
Setelah didatangi oleh pegawai KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam ke toko 
plastiknya yang berada di jongke untuk melakukan suvei, ternyata anggota 
tersebut sudah tidak lagi jualan disitu. kemudian pegawai BMT mendatangi 
rumahnya. Ternyata anggota tersebut sudah pindah rumah dan tidak ada yang tahu 
alamat mereka pindah. Ketika melakukan pengecekan BPKB, ternyata mobilnya 
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sudah beralih tangan. Dengan hal demikian pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam pastinya mengalami  kerugian atas peristiwa tersebut. 
Contoh lainnya, ada anggota yang memiliki provesi sebagai tukag sate, 
meminjam dana sebesar lima ratus ribu dengan akad murabahah. Ketika pada saat 
ia berjualan, sate yang dijual dengan cara di sunggi itu tumpah dan mau tidak mau 
penjual sate tersebut tidak bisa melanjutkan jualannya pada waktu itu dan 
otomatis tukang sate tersebut tidak mendapatkan masukan dan mengalami 
kerugian.  
Pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan, penjual sate tidak dapat 
melakukan pembayaran biaya kewajiban karena hanya memiliki dana separuh dari 
jumblah cicilan yang diwajibkannya. Dari hal ini KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam otomatis juga mengalami kerugian. Masalah-masalah di atas menurut Ibu 
Yayuk masih menjadi masalah klasik yang seringkali menimpa lembaga keuangan 
khususnya lembaga keuangan mikro.  
Non Performing Financing (NPF) atau biasa disebut dengan pembiayaan 
bermasalah pada lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana yang 
dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah dimana dalam proses 
pengangsuran dana pembiayaan oleh pihak anggota mengalami masalah dimana 
pihak anggota tidak mampu membayar angsuran tepat waktu sehingga 
memberikan dampak merugikan bagi lembaga keuangan syariah (Listanti, 
Dzulkirom, Topowijoyo, 2015 : 3). 
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 Non Performing Financing (NPF) atau biasa disebut dengan pembiayaan 
bermasalah pada lembaga keuangan syariah digolongkan menjadi tiga kriteria, 
yaitu : pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.Non Performing 
Financing (NPF) pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam khususnya pada produk 
murabahah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1.2. Data Non Performing Financing (NPF) 
KJKS BMT Annisa’Wanita Islam (2015-2017) 
TAHUN 
PEMBIAYAAN 
MURABAHAH 
KURANG 
LANCAR 
DIRAGUKAN MACET 
2015 733.640.247 3,1% 2,3% 4,5% 
2016 693.376.222 2,7% 2,4% 4,6% 
2017 766.180.725 2,2% 2,8% 4,9% 
Sumber : KJKS BMT Annisa’Wanita Islam Surakarta 
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan NPF 
tidak mengalami perubahan yang berarti pada kriteria kurang lancar dan 
diragukan. Akan tetapi, untuk kriteria macet dari tahun 2015-2017 mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2015 pembiayaan macet mencapai 4,5%, kemudian pada 
tahun 2016 meningkat menjadi 4,7% dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 
5,1%. Peningkatan pembiayaan macet ini tentunya sangat mempengaruhi 
kesehatan dan perkembangan pada KJKS BMT Annisa’Wanita Islam. 
Tingkat kesehatan KJKS BMT Annisa’Wanita Islam dapat kita ketahui 
dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, bahwa hasil 
penilaian kesehatan KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam pada TA 2013-2015 Tahun 
Buku 2013 dan 2014 (Triwulan IV) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat 
kesehatannya mencapai 75,25%, akan tetapi pada tahun 2014 tingkat 
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kesehatannya turun menjadi 72,95%. Akantetapi masih mendapatkan predikat 
(Cukup Sehat)(dinkop-umkm.jatengprov.go.id, diakses pada 17 januari 2018). 
Walaupun memiliki predikat (Cukup Sehat), akan tetapi, pasti ada masalah 
dari pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan  menurunnya tingkat 
kesehatan pada KJKS BMT Annisa’Wanita Islam. Maka dari itu, pihak KJKS 
BMT Annisa’Wanita Islam diharapkan dapat menemukan solusi untuk menangani 
permasalahan tersebut agar mampu menjaga kesehatan dan dapat mengalami 
perkembangan positif.  
Fenomena diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut pada KJKS BMT Annisa’Wanita Islam. Penelitian ini akan difokuskan 
tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan 
bagaimana cara untuk menangani bila terjadinya pembiayaan bermasalah pada 
akadmurabahah. 
Dari alasan diatas, penulis ingin melakukan penelitian di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta dengan Judul : ANALISIS PENANGANAN 
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKADMURABAHAH DI KJKS 
BMT ANNISA’ WANITA ISLAM SURAKARTA 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam 
penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT 
Annisa’Wanita Islam Surakarta disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari pihak 
anggota dan faktor internal yaitu dari pihak pengelola atau pegawai BMT itu 
sendiri. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka 
dalam penelitian ini, penulis membuat batasan permasalahan, dengan harapan apa 
yang hendak diteliti dapat sesuai pada sasaran yang akan dicapai. Dengan 
demikian penelitian ini ditentukan fokusnya, yaitu diantaranya : 
1. Penelitian ini akan dilakukan pada KJKS BMT Annisa’Wanita Islam 
Surakarta. 
2. penelitian ini fokus kepada gambaran pembiayaan akad murabahah, 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi pencegahan dan 
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad  murabahah  di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
3. batasan-batasan dalam penelitian ini yaitu mencangkup tentang transaksi 
pembiayaan murabahah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada 
akad murabahah, cara menangani pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah. 
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1.4.  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana gambaran pembiayaan akad murabahah pada KJKS BMT 
Annisa’Wanita Islam Surakarta? 
2. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akadmurabahahdi 
KJKS BMT Annisa’Wanita Islam Surakarta? 
3. Bagaimana strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah 
pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan Penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan akad murabahah pada KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada 
akadmurabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
3. Untuk mengetahui strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian ini adalah : 
1. Manfaat akademis : penelitian ini diharapkan dapat menambah sebagai kajian 
mengenai upaya apa saja yang dilakukan untuk menangani  masalah-masalah 
yang terjadi pada pembiayaan dengan akad murabahah. 
2. Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang 
menarik dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis dan 
pembaca. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian yang dilaksanakan terlampir. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Agar deskripsi penelitian mudah dipahami dengan jelas, maka peneliti 
menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah,        
perusmusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
jadwal penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini akan membahas dan menguraikan 
tentag Pengertian Baitul Mal Wat Tamwiil (BMT), visi danMisi 
Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT), Prosedur Pembiayaan Pada 
BMT, Pengertian tentang pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, 
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Jenis-Jenis Pembiayaan, Akad-Akad Pembiayaan, Faktor-Faktor 
Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah, Penanganan 
Pembiayaan Bermasalah. 
BAB III Metodologi Penelitian : Pada bab ini berisi metodologi 
penelitin seperti lokasi penelitian, Jenis penelitian, sumber data 
(primer sekunder), metode pengumpulan data ( wawancara, 
observasi, dokumentasi), dan analisis data. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini akan membahas deskripsi 
objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. 
BAB V Penutup : bab ini terdiri atas simpulan dan saran mengenai 
penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Pembiayaan Bermasalah 
2.1.1. Pengertian Tentang Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Listanti, Dzulkirom, dan Topowijoyo (2015 : 3), Pembiayaan 
bermasalah yaitu situasi dimana dalam pengembalian pembiayaanmengalami 
risiko kegagalan. Kina (2017 : 402), berpendapat bahwa pembiayaan bermasalah 
adalah suatu tindakan penyaluran dana dimana dalam pelaksanaan pengembalian 
dana pembiayaan mengalami kemacetan. Sedangkan menurut Turmudi (2016 : 
100), pembiayaan bermasalah adalah  keadaan dimana anggota tidak mampu 
membayar sebagian atau seluruh angsurannya sesuai dengan kesepakatan. 
Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan 
bermasalah adalah suatu pembiayaan dimana pihak anggota yang menerima 
pembiayaan mengalami masalah dalam pengembalian pembiayaan. Ada beberapa 
hal yang menyebabkan terjadinya masalah pembiayaan, yaitu diantaranya : pihak 
anggota tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan biaya kewajiban, pihak 
anggota mengalami kebangkrutan, dan pihak anggota menyalahgunakan dana 
pembiayaan yang diberikan pihak bank syari’ah atau BMT.  
Dalam proses pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan 
bermasalah apabila terjadi keterlambatan atau lewat jatuh tempo dalam 
pembayaran angsuran, kemudian tidak adanya keinginan anggota untuk 
melakukan pembayaran angsuran, sehinngga terjadinya negosiasi kembali antara 
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pihak bank syariah atau BMT dengan anggota untuk melakukan perombakan atas 
syarat pembayaran yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan sesuai dengan 
kondisi anggota (Kalsum dan Rahmi, 2017 : 59-60). 
Negosiasi kembali antara pihak bank syariah atau BMT dengan anggota 
bertujuan untuk memudahkan anggota untuk melakukan pembayaran angsuran 
kembali sehingga anggota terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah. Negosiasi 
ini berupa perubahan jadwal angsuran, perubahan jangka waktu angsuran maupun 
perubahan mengenai persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan kondisi 
anggota. 
Menurut Afif (2014 : 568) Penilaian dan penggolongan terhadap 
pembiayaan bermasalah dilakukan berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif. 
Kriteria kuantitatif yaitu penilaian yang didasarkan pada keadaan pembayaran 
angsuran oleh anggota yang dapat dilihat dari catatan pembukuan bank syariah 
atau BMT.  Sedangkan kriteria kualitatif, yaitu pihak bank syariah atau BMT 
langsung turun kelapangan melakukan survei untuk mengetahui karakteristik dan 
kondisi anggota. 
 
2.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 
Dalam suatu pembiayaan bermasalah terdapat faktor-faktor yang 
menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Afif (2014 : 568), 
menjelaskan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang 
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berasal dari dalam bank syariah atau BMT itu sendiri dan faktor eksternal yaitu 
faktor-faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen atau dari anggota.  
Menurut Astuti (2015 : 195), faktor-fakror yang menyebabkan terjadinya 
pembiayaan bermasalah dari pihak eksternal yaitu diantaranya tidak adanya itikad 
baik dari pihak anggota untuk membayar biaya kewajiban,anggota mengalami 
kegagalan dalam mengelola usahanya,aspek pasar kurang mendukung,masyarakat 
kurang berminat untuk membeli barang tersebut, adanya kendala melalui 
kebijakan-kebijakan pemerintah, penyalahgunaan dana oleh pihak anggota (Kina, 
2017 : 405). 
Sedangkan dari pihak internal, faktor-faktor penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah yaitu diantaranya manajemen yang kurang baik atau 
buruk, laporan keuangan yang tidak lengkap, perencanaan yang kurang matang, 
adanya persaingan antar lembaga pembiayaan, analisis kebutuhan dana anggota 
yang dilakukan dari pihak bank syariah atau BMT kurang tepat (Shobirin, 2016 : 
408), dan perhitungan jumlah modal pembiayaan tidak berdasarkan jenis usaha 
anggota (Kina, 2017 : 404). 
Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa timbulnya pembiayaan 
bermasalah disuatu lembaga pembiayaan disebabkan oleh dua faktor yaitu dari 
pihak anggota atau penerima dana yang dengan disengaja maupun tidak disengaja 
tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, atau tidak 
berkembangnya usaha yang dijalankan dan pihak bank atau BMT selaku pemilik 
dana yang kurang selektif dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada 
anggotanya. 
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Menurut Turmudi (2016 : 101), faktor-faktor pembiayaan bermasalah 
tersebut dapat dikenali melalui gejala-gejala yang terjadi yang menimbulkan 
pembiayaan bermasalah. Gejala-gejala tersebut sepertihalnya penyimpangan 
ketentuan terhadap perjanjian yang disepakati, ketidak telitian dalam melakukan 
penyajian bahan masukan, kondisi keuangan perusahaan yang mengalami 
pelemahan, serta menurunnya nilai barang yang dijadikan sebagai jaminan.  
Maka dari itu, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan 
bermasalah tersebut hendaknya segera disadari oleh pihak bank atau pihak BMT 
sehingga dapat langsung melakukan tindakan penanggulangan dengan cara 
mencegah atau mengantisipasi dengan membuat atau merancang  manajemen 
risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi dengan baik 
dan benar. 
 
2.3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
2.3.1. Melakukan Pendekatan Analisis Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2005 : 304-305), terdapat beberapa  hal yang perlu 
untuk diperhatikan dalam pendekatan analisis pembiayaan di Bank Syari’ah atau 
di BMT yaitu dengan melakukan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, 
pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, dan 
pendekatan fungsi bank syariah atau BMT. 
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Maksud dari pendekatan jaminan, yaitu pihak bank syari’ah atau BMT 
sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, selalu terlebih dahulu 
memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh calon anggota, 
apakah layak atau tidak untuk dijadikan sebuah jaminan, dan apakah barang 
jaminan tersebut memiliki nilai yang lebih dari uang yang dikeluarkan oleh pihak 
bank syariah atau BMT untuk pembiayaan. Hal ini perlu  diketahui untuk 
melakukan pencegahan bila suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah. 
Sedangkan pendekatan karakter, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan 
oleh pihak bank syari’ah atau BMT dengan mempelajari karakter dari calon 
anggota yaitu dengan cara melakukan suvei ke rumah atau tempat usaha anggota 
kemudian menggali informasi dari keluarga atau tetangga di sekitar rumah atau 
perusahaan. Sedangkan pendekatan karakter kepada anggota tetap yang 
melakukan transaksi pembiayaan yaitu dengan cara  melihat transaksi pembiayaan 
sebelumnya, apakah tergolong sehat atau macet. 
Selanjutnya pendekatan kemampuan pelunasan, yaitu pendekatan yang 
dilakukan oleh pihak bank syari’ah atau BMT dengan cara melakukan analisis 
terhadap kemampuan calon anggota dalam melakukan pelunasan pembiayaan 
yang telah diberikan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan survei tentang 
usahanya, nilai jual barang, kondisi ekonomi masyarkat sekitar, dan barang yang 
dijaminkan. Hal ini wajib diketahui untuk melakukan pencegahan pembiayaan 
bermasalah yang dilakukan oleh pihak anggota suatu saat nanti. 
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Kemudian pendekatan dengan Studi kelayakan, yaitu pihak bank syari’ah 
atau BMT menganalisis layak atau tidaknya usaha calon anggota yang akan di 
biayai, hal ini dilakukan dengan cara penilaian manajemen perusahaan apakah 
dalam kondisi sehat atau tidak, melaukan prediksi terhadap kondisi perusahaan 
kedepan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerugian pihak bank 
syariah atau BMT bilamana suatu saat perusahaan anggota mengalami 
kebangkrutan. 
Yang terakhir yaitu melaukan pendekatan terhadap fungsi bank syari’ah 
atau BMT itu sendiri, yaitu dengan cara mengatur keseimbangan antara dana yang 
dikumpulkan dan dana yang disalurkan. Pengaturan keseimbangan dana bertujuan 
agar bank syariah atau BMT bisa tetap berdiri dan tidak mengalami likuiditas 
karena banyak melakukan peminjaman sedangkan tidak memiliki pemasukan. 
Jika ini terjadi, bank syariah atau BMT akan mengalami kebangkrutan. 
 
2.3.2. Menerapkan Prinsip-Prinsip Utama dalam  Analisis Pemberian 
Pembiayaan 
Prinsip-prinsip utama dalam pemberian pembiayaan harus digunakan 
untuk menentukan layak atau tidaknya pengajuan permohonan pembiayaan oleh 
calon anggota. Pihak bank syariah atau BMT harus memperhatikan kondisi secara 
keseluruhan baik internal maupun eksternal dari calon anggota yang ingin 
mengajukan permohonan pembiayaan. Prinsip-prinsip utama tersebut di lembaga 
perbankan maupun di KJKS BMT dikenal dengan unsur 5C. 
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Menurut Wahyuni dan Werastuti (2013 : 183), unsur 5C diantaranya 
adalah unsur (character) yaitu penilaian terhadap kepribadian calon anggota. 
Penilaian tersebut dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT dengan cara 
mempelajari biografinya, melakukan suvei dan menggali informasi lewat 
tetangganya. Jika anggota yang ingin mengambil pembiayaan tersebut merupakan 
anggota tetap, maka penilaian dapat dilaukan melalui pengecekan prestasi dalam 
pengembalian pembiayaan. 
Selanjutnya unsur (capacity),yaitu penilaian terhadap kemampuan calon 
anggota. Penilaian ini dilakukan oleh bank syariah atau BMT mengenai 
kemampuan calon anggota dalam proses pengembalian uang pembiayaan. 
Penilaian ini dilakukan dengan cara survei ketempat usaha yang ingin dibiayai, 
pengecekan barang akadsi perusahaan, serta melakukan penilaian terhadap kondisi 
pasar. 
Kemudian unsur (capital),yaitu penilaian terhadap kemampuan modal 
pihak calon anggota. Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT 
mengenai kemampuan modal pihak calon anggota dengan melakukan pengukuran 
terhadap posisi perusahaan secara menyeluruh yang dapat ditunjukkan dengan 
penekanan terhadap komposisi modalnya dan rasio financial. 
Selanjutnya unsur (collateral), yaitupenilaian terhadap barang jaminan. 
Yaitu penilaian oleh pihak bank syariah atau BMT terhadap barang yang akan 
dijaminkan oleh calon anggota. Hendaknya calon anggota memiliki benda-benda 
berwujud maupun tidak berwujud untuk dijadikan jaminan. Dalam penilaian ini 
bertujuan untukmeyakinkan apabila terjadi kemacetan pembiayaan karena pihak 
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anggota sudah tidak ada potensi untuk membayar angsuran, maka barang yang 
dijaminkan bisa disita dan dijual untuk menutupi tunggakan angsurannya tersebut. 
Dan yang terakhir adalah unsur (condition), yaitupenilaian tentang kondisi 
ekonomi anggota. Penilaian ini dilakukan oleh bank syariah atau BMT dengan 
cara melakukan tinjauan terhadap kondisi perekonomian yang terjadi pada 
anggota dan masyarakat sekitar calon anggota. Hal ini dapat mempengaruhi 
kelangsungan hidup dan perkembangan usaha calon anggota kedepannya. 
Menurut Sumiyanto (2008 : 165), selain unsur 5C, juga terdapat unsur 7P 
dan 3R. Unsur 7P terdiri dari unsur (personality), yaitu penilaian tehadap tingkah 
laku anggota. Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT dengan 
cara melakukan kunjungan ke tempat usahanya, kemmudia menggali informasi 
lewat sekitar perusahaan atau lingkungan rumahnya. Jika yang ingin mengambil 
pembiayaan ini merupakan anggota tetap, maka dapat dilakukan penilaian melalui 
tanggung jawab anggota dalam pengembalian pembiayaan sebelumnya. 
Selanjutnya adalah unsur (party), yaitu penilaian mengenai segi modal, 
karakter, dan loyalitas anggota dengan cara membuat kelompok-kelompok, 
dimana tiap kelompok berisi beberapa perusahaan yang dicampurkan antara 
perusahaan besar maupun perusahaan kecil dimana dalam kelompok itu memiliki 
karakteristik serta loyalitas individu yang berbeda-beda. Tujuan dalam 
pengelompokan ini yaitu sebagai tempat tukar fikiran dan pengalaman untuk 
mencari win-win solution ketika ada perusahaan yang mengalami masalah. 
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Kemudian unsur (prospect),yaitu penilaian tentang perkembangan 
perusahaan. Penilaian ini dilakukan oleh bank syariah atau BMT dengan cara 
melakukan analisis mengenai perkembangan perusahaan dari tahun ketahun. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui baik atau buruknya perkembangan anggota 
sehingga dapat memberi bantuan sedini mungkin bila terjadi masalah. 
Unsur (purpose),yaitu penilaian kejelasan penggunakan pembiayaan. 
Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT dengan cara 
mengumpulkan berkas-berkas calon anggota khususnya mengetahui perusahaan 
apa yang ingin dibiayai, perbandingan antara jumlah dana pembiayaan dan 
besarnya perusahaan yang ingin dibiayai. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 
pembiayaan bermasalah mengenai penyalahgunnaan dana pembiayaan.  
selanjutnya adalah unsur (profitability), yaitu penilaian mengenai 
perolehan laba. Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT dengan 
cara menganalisis tentang bagaimana cara perusahaan anggota dalam memperoleh 
laba dan seberapa besar laba yang akan diperoleh anggota serta omset keseluruhan 
yang dimiliki oleh anggota. 
Kemudian unsur (payment),yaitu penilaian tehadap pengembalian. 
Penilaian ini dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT dengan cara melakukan 
ukuran cara dalam pengembalian pembiayaan oleh calon anggota. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar terhindar dari macetnya angsuran dari anggota 
karena tidak memiliki cara untuk mendapatkan dana untuk membayar angsuran. 
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 Dan yang terakhir adalah unsur (protection),yaitu penilaian terhadap 
tanggung jawab anggota terhadap usahanya dengan cara mengetahui biografi 
calon anggota melalui berkas-berkas yang dikumpulkan, mengetahui tingkat 
kejujurannya dan keseriusannya dalam melakukan pembiayaan, kemudian 
mengetahui seberapa besarkah pentingnya perusahaan calon anggota bagi 
kehidupannya serta kejelasan barang jaminan yang dijaminkan. Hal ini perlu 
dilakukan untuk meghindari bilamana anggota lari dari tanggung jawabnya. 
Sedangkan unsur 3R terdiri dari unsur (repayment), yaitu tentang 
kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima. 
Calon anggota yang  ingin mengambil akad pembiayaan hendaknya dilakukan 
pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kemampuan anggota dari segi financial 
untuk melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian. 
 Selanjutnya adalah unsur (return),yaitu pegembalian dari pihak anggota 
dalam bentuk keuntungan yang diterima anggota atas penggunakan pembiayaan 
yang diberikan. Pihak anggota dalam melakukan angsuran kepada pihak bank 
syariah atau BMT dengan cara mengambilkan dari laba yang diterima anggota 
atas usahanya, kemudian di gunakan sebagai angsuran kepada pihak bank syariah 
atau BMT sesuai besaran angsuran dan perjanjian antara kedua belah pihak yang 
telah disepakati. 
 Dan yang terakhir adalah unsur (Risk), yaitu suatu kemampuan untuk 
mengatasi bilamana terjadi masalah dalam pembiayaan dengan cara Pihak bank 
syariah atau BMT merangcang dan mengumpulkan win win solution dengan cara 
mempelajari masalah-masalah yang sering terjadi, kemudian mencari bagaimana 
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cara menanganinya, serta melakukan pencegahaan agar masalah tersebut tidak 
tterulang kembali dan mempelajari terhadap potensi-potensi masalah baru. 
 
2.3.3. Tujuan Analisis Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2005 : 305), terdapat dua tujuan dalam analisis 
pembiayaan, yaitu tujuan umum analisis pembiayaan yaitu tujuan dalam 
melakukan pelayanan jasa pembiayaan terhadap kebutuhan masyarakat agar dapat 
mendorong dan melancarkan akadsi, perdagangan, jasa-jasa, maupun konsumsi 
yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan 
khusus analisis pembiayaan yaitu untuk menilai kelayakan perusahaan calon 
anggota dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.  
 
2.3.4. Jaminan-Jaminan dalam Pembiayaan 
Untuk megantisipasi sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak 
Bank Syariah atau BMT hendaknya meminta jaminan kepada pihak anggota yang 
melakukan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi bila suatu saat 
terjadi masalah dalam pembiayaannya. Selain itu, juga bertujuan untuk memberi 
semangat dan dorongan agar anggota selalu melakukan kewajibannya yaitu 
membayar biaya kewajiban tepat waktu. 
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Menurut Kasmir (2002 : 99), adapun jenis-jenis jaminan pembiayaan oleh 
calon anggota, diantaranya yaitu menggunakan jaminan berupa benda berwujud, 
jaminan tidak berwujud, jaminan orang dan tidak menggunakan jaminan  
samasekali. Jaminan benda berwujud dapat dijelaskan seperti bangunan, tanah, 
kendaraan bermotor dan lainnya. Sedangkan jaminan tidak berwujud yaitu berupa 
obligasi, sertifikat, deposito dan lainnya, ataupun orang sebagai jaminan yaitu 
jaminan yang diberikan kepada orang lain sebagai pihak ketiga. 
Selain menggunakan jaminan, dalam proses pembiayaan oleh calon 
anggota ada yang tidak menggunakan jaminan apapun. Biasanya pembiayaan 
tanpa jaminan ini diberikan kapada perusahaan yang benar-benar bonafit dan 
memiliki resiko kegagalan pembiayaan yang sangat kecil. Pembiayaan tanpa 
jaminan juga dapat diberikan hanya dengan melakukan penilaian terhadap prospek 
perkembangan usaha atau adanya pertimbangan untuk usaha-usaha mikro yang 
memiliki ekonomi lemah. 
Dasar-dasar hukum jaminan dalam pembiayaan menurut Departemen 
Agama RI (2014), Dasar-dasar hukum jaminan dalam pembiayaan dijelaskan 
dalam Al-Qur’an pada Q.S. Al-Baqarah ayat 283: 
                      
Artinya : “jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak 
tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada 
barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang” (Q.S. Al-Baqarah ayat 
283). 
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2.3.5. Adanya Revitalisasi 
 Menurut Listati, Dzulkirom dan topowijoyo (2015 : 5), upaya penanganan 
pembiayaan bermasalah pada lembaga pembiayaan syariah yaitu dengan 
revitalisasi yang meliputi rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning 
(persyaratan ulang),restructuring (penataan ulang), kombinasi (gabungan antara 
reconditioning atau reconditioning), dan penyitaan terhadap barang jaminan. 
Rescheduling(penjadwalan ulang) yaitu merupakan perubahan kebijakan 
yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau BMT kepada anggota yang 
mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya. Perubahan kebijakan ini 
hanya menyangkutdalam hal besaran pembayaran angsuran yang dibebankan pada 
anggota dan jangka waktu angsuran yang sudah disepakati oleh keduabelah pihak. 
intinya melakukan perpanjangan waktu pembiayaan sehingga dapat memperkecil 
jumlah angsuran. 
Reconditioning (persyaratan ulang) yaitu terjadinya perubahan kebijakan 
yang dilaukan oleh pihak bank syariah atau BMT yang menyangkut pemotongan 
margin keuntunganserta persyaratan-persyaratan lainnya. Hal ini dilakukan untuk 
mempermudah anggota dalam melakukan angsuran karena adanya pemangkasan 
margin keuntungan yang didapat oleh pihak bank atau BMT. 
Restructuring (penataan ulang) yaitu terjadinya perubahan kebijakan 
dalam pembiayaan, baik sebagian atau seluruhnya yang meliputi  terjadinya 
perubahan maksimum saldo pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan 
dan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan melalui jaminan yang sebelumnya 
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sudah melakukan evaluasi dan anggota sudah tidak memiliki usaha sehingga 
anggota tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembiayaan. 
Sedangkan kombinasiyaitu merupakan gabungan antara Restructuring 
dengan reconditioning atau reconditioning dengan rescheduling, dan seterusnya 
sesuai kondisi anggota. Apabila pihak anggota tidak lagi memiliki potensi untuk 
membayar, maka dilakukannya penyitaan jaminan yaitu tindakan untuk 
melakukan penyitaan terhadap barang yang dijaminkan.  
 
2.3.6. Menganalisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 
Menurut Muhammad (2005 : 311), ketidakmampuan peminjam dana untuk 
membayar angsuran akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal 
ini perlu diantisipasi oleh bank syariah atau BMT dengan cara menganalisis 
penyebab terjadinya masalah, melakukan pendampingan dan menggali potensi 
anggota, dilakukannya perbaikan akad (remidial), penundaan pembayaran biaya 
kewajiban, pihak bank syariah atau BMT memberikan pinjaman ulang, serta 
memperkecil margin keuntungan atas bagi hasil. 
Analisa sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua aspek, 
yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu terjadinya 
pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya kesalahan dari manajemen pihak 
bank syariah atau BMT. Misalnya pihak peminjam tidak mampu mengelola 
usahanya, manajemen dari pihak bank syariah atau BMT kurang baik, laporan 
keuangan yang kurang lengkap, dan dana yang disalurkan kepada peminjam tidak 
cukup untuk menjalankan usahanya. 
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Sedangkan aspek eksternal yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah 
dikarenakan masalah yang menimpa kepada anggota seperti rendahnya daya beli 
masyarakat, pasar kurang mendukung, adanya kendala dari kebijakan pemerintah, 
serta pihak anggota melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan dana 
pembiayaan yang disalurkan untuk usahanya. 
Melakukan pendampingan, pengawasan serta menggali potensi anggota 
sangat penting untuk memotivasi anggota agar dapat membenahi dan memulai 
kembali usahanya serta mengantisipasi penyebab terjadinya kemacetan usaha 
yang menyebabkan anggota tidak mampu membayar angsurannya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara menggali potensi yang ada pada pihak peminjam agar dana 
yang telah digunakan lebih efektif dan tepat sasaran dalam penggunakannya. 
 
2.3.7. Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2005 : 315), suatu barang yang dijaminkan oleh 
pihak anggota kepada pihak Bank Syariah maupun BMT dapat dikenakan pinalty 
atau dilakukan penyitaan. Setiap bank syariah atau BMT memiliki kebijakannya 
masing-masing mengenai masalah eksekusi atau penyitaan barang jaminan. Ada 
yang melakukan penyitaan jaminan dan ada pula yang tidak melakukan penyitaan 
jaminan pembiayaan oleh anggota yang mengalami kemacetan dalam 
pembiayaan. 
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Kebanyakan Bank Syariah maupun BMT lebih memberlakukan upaya 
rescheduling yaitu melakukan penjadwalan kembali jangka waktu dalam 
melakukan angsuran oleh anggota dengan memperkecil jumlah angsuran, atau 
melakukan reconditioning yaitu dengan cara memperkecil  margin  keuntungan 
atau bagi hasil, dan juga bisa diberlakukannyapembiayaan dalam bentuk al-
Qardhul Hasan dengan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminannya. 
 
2.4. penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
2.4.1. Langkah-Langkah Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah  
Menurut Shobirin (2016 : 417-418), dalam melakukan penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah terdapat langkah-langkah yang harus 
dilakukan sebelum pada akhirnya melakukan tindakan penyitaan barang jaminan. 
Langkah-langkah tersebut antaralain dengan cara  melakukan identifikasi terhadap 
masalah yang dialami anggota yang meliputi tentang kondisi usahanya, lokasi 
perusahaan, kondisi keuangan anggota, kondisi barang jaminan dan kualitas 
manajemen perusahaan. 
Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah yang dialami oleh 
anggota, pihak BMT melakukan penetapan kondisi pembiayaan yang meliputi 
besarnya pembiayaan yang di terima oleh anggota, seberapa pentingnya masalah 
yang akan ditangani, tindakan penagihan, serta melakukan perjanjian dengan 
anggota sehingga dapat dilakukan tindakan penyelesaian pembiayaan atau 
penyelamatan pembiayaan 
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Apabila pihak anggota tidak kunjung membayar angsuran akan diberikan 
surat peringatan atau surat teguran sebanyak tiga kali dengan cara bertahap 
sebelum melakukan penyitaan atas barang jaminan. Sedangkan jika anggota masih 
memiliki potensi untuk membayar angsuran, maka dilakukan rescheduling 
(penjadwalan ulang) dan reconditioning (persyaratan ulang) untuk memudahkan 
anggota agar tetap membayar dan melunasi sisa angsuran. 
Apabila pihak anggota sudah tidak ada lagi potensi untuk melunasi sisa 
angsurannya, maka pihak BMT diperbolehkan untuk melakukan penyitaan dan 
penjualan barang yang telah dijaminkan oleh pihak anggota kepada pihak BMT.  
Pihak BMT berhak dan memiliki kuasa untuk menjual barang yang dijaminkan 
oleh pihak anggota sesuai dengan perjanjian pembiayaan (Hidayatina, 2015 : 
124). Apabila terdapat sisa uang dari hasil penjualan barang jaminan, maka uang 
tersebut akan diberikan kepada pihak anggota. 
Pada umumnya pihak BMT tidak memiliki petugas khusus untuk 
menangani pembiayaan murabahah bermasalah. Masalah-masalah demikian 
ditangani langsung oleh pihak marketing atau manajer yangg turun langsung 
melakukan survei kelapangan untuk mendapatkan informasi atas terhambatnya 
anggota dalam melakukan pembayaran angsuran kepada pihak BMT. 
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2.4.2. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menggunakan 
Restrukturisasi Pembiayaan 
Menurut Shobirin (2016 : 413-414), penanganan masalah pembiayaan 
pada akad murabahah dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan bertujuan 
untuk menyehatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mempermudah anggota 
dalam melakukan pelunasan sisa angsurannya. Restrukturisasi pembiayaan 
tersebut berbentuk :rescheduling, reconditioning, danrestructuring. 
Restrukturisasi pembiayaan berbentukRescheduling (penjadwalan ulang), 
yaitu dilakukan perubahan jadwal dan jagka waktu pembayaran angsuran. 
Penjadwalan kembali angsuran pembiayaan ditujukan untuk anggota yang 
mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran, dengan ketentuan : 
tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses 
penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran 
angsuran harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. 
Selanjutnya restrukturisasi pembiayaan berbentuk Reconditioning 
(persyaratan ulang), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT dengan cara 
melakukan perubahan seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan, yaitu 
diantaranya adalah  perubahan jadwal angsuran yang dilakukan oleh anggota, 
jumlah angsuran yang dibayarkan, jangka waktu pembayaran angsuran, dan 
pemberia potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus 
dibayarkan kepada pihak BMT. 
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Kemudian terakhir restrukturisasi pembiayaan berbentuk Restructuring 
(Penataan ulang), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT dengan 
melakukan perubahan yang dilakukan tidak terbatas oleh rescheduling dan 
reconditioning, yaitu meliputi adanya penambahan dana fasilitas pembiayaan, 
adanya konversi akad atau perjanjian pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi 
surat berharga syariah yang berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan 
menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota. 
Menurut Kalsum dan Rahmi (2017 : 68), uraian di atas biasa disebut 
dengan R3. R3 merupakan suatu langkah strategi untuk melakukan penanganan 
dan penyelamatan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini dilaukan 
dengan tujuan agar anggota yang mengalami kesulitan dalam melakukan angsuran 
lebih mudah untuk melakukan pembayaran angsuran kembali. 
Dengan adanya rekonstrukturisasi pembiayaan diharapkan anggota lebih 
mudah untuk melakukan pembayaran kewajiban yaitu berupa angsuran dengan 
tepat waktu kepada bank syariah atau BMT serta dapat menghindarkan dari risiko 
macetnya pembayaran angsuran oleh pihak anggota sihingga pihak bank syariah 
atau BMT dapat terhindar dari kerugian dalam pemberian pembiayaan. 
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2.4.3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan 
Melakukan Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan 
Menurut Muhammad (2005 : 312), ketidaklancaran pihak anggota dalam 
membayar biaya kewajiban kepada pihak bank syari’ah atau BMT karena adanya 
kolektabilitas pembiayaan. Secara umum, kolektabilitas pembiayaan dibagi 
menjadi 5 golongan yaitu (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan dan macet). Golonganlancaryaitu pembiayaan yang tidak ada 
tunggakan dari pihak anggota. Anggota selalu membayar biaya kewajiban 
sebelum jatuh tempo. 
Golonngan dalam perhatian khususyaitu pembiayaan yang menunjukkan 
pihak anggota mengalami pelemahan pada kondisi keuangannya. Hal ini 
disebabkan karena menurunnya omset pendapatan dari usahanya sehingga dapat 
mempengaruhi anggota untuk membayar biaya kewajiban tidak tepat waktu. 
Dalam golongan ini, anggota melakukan penunggakan pembayaran angsuran 
kurang dari atau belum melampaui 90 hari (Turmudi, 2016 : 100). 
Golongan kuranng lancaryaitu golongan pembiayaan dimana dalam 
proses pengangsuran pembiayaan mengalami masalah dan beresiko mengalami 
kemacetan dalam pembiayaan. Pada tahap ini, bank atau BMT belum mengalami 
kerugian. Akan tetapi, bila hal ini dibiarkan saja tanpa adanya penanganan lebih 
lanjut, akan menjadi masalah yang tidak menguntungkan pihak bank atau BMT. 
Dalam golongan ini, anggota melakukan penunggakan pembayaran angsuran 
lebih dari atau melampaui 90 hari (Turmudi, 2016 : 100). 
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Golongan diragukan  yaitu dimana pihak anggota sudah diragukan atau 
sudah tidak memiliki potensi untuk dapat melakukan pembayaran angsuran pokok 
tepat waktu atau pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini pihak bank atau BMT dapat 
mengalami kerugian walaupun belum dapat ditentukan besar kecilnya dan waktu 
kerugian. Dalam golongan ini, anggota melakukan penunggakan pembayaran 
angsuran sudah melampaui 180 hari (Turmudi, 2016 : 100). 
Dan yang terakhir adalah golongan macet, yaitu pembiayaan yang berhenti 
ditengah jalan karena anggota benar-benar sudah tidak memiliki potensi untuk 
melakukan angsuran pembiayaan kepada pihak bank atau BMT. Dalam golongan 
ini, anggota melakukan penunggakan pembayaran angsuran sudah melampaui 270 
hari (Turmudi, 2016 : 101). Dalam hal ini pihak bank sudah dipastikan mengalami 
kerugian dan jalan keluarnya adalah menyita dan menjual barang jaminan. 
Dari penggolongan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses 
penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas 
pembiayaan yaitu misalnya seperti penanganan pembiayaan lancar dilakukan 
dengan cara melakukan pemantauan usaha anggota dan melakukan pembinaan 
anggota dengan cara diadakannya pelatihan-pelatihan. 
Kemudian untuk penanganan pembiayaan dalam perhatian khusus  
dilakukan dengan cara diadakannya pembinaan terhadap anggota, pemberian surat 
teguran secara bertahab sebanyak tiga kali, mengadakan kunjungan lapangan oleh 
bagian pembiayaan kepada pihak anggota, dan upaya preventif dengan melakukan 
penanganan rescheduling dengan membuat jadwal baru dan reconditioning 
dengan membuat persyaratan baru sesuai dengan kondisi anggota 
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Selanjutnya Penanganan pembiayaan kurang lancar yaitu dilakukan 
dengan cara pemberitahuan lewat surat teguran, mengadakan kunjungan lapangan 
dengan lebih sungguh-sungguh, dan upaya melakukan penyehatan dengan cara 
rescheduling yaitu melakukan penjadwalan kembali jangka waktu dalam 
melakukan angsuran oleh anggota dengan memperkecil jumlah angsuran. Selain 
itu, juga bisa dilakukan dengan reconditioning, yaitu dengan cara memperkecil  
margin  keuntungan atau bagi hasil. 
Yang terakhir adalah penaganan pembiayaan diragukan atau macet, yaitu 
dilakukan dengan cara rescheduling, yaitu melakukan penjadwalan kembali 
jangka waktu angsuran dengan memperkecil jumlah angsuran, kemudian 
reconditioning, yaitu dengan cara memperkecil  margin  keuntungan atau bagi 
hasil, dan melakukan pembiayaan ulang atau pengalihan pembiayaan dalam 
bentuk pembiayaan al-Qardhul Hasan. Jika cara di atas tidak berhasil, maka jalan 
terakhir yaitu melakukan penyitaan atas barang jaminan. 
 
2.4.4. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa 
Dewan Syariah Nasional (FDSN) No. 47/DSN-MUI/II/2005 
Menurut Fidyaningrum dan Jannah (2016 : 200), penanganan pembiayaan 
murabahah bermasalah sudah diatur dalam fatwa DNS No. 47/DSN-MUI/II/2005 
yaitu berisi mengenai objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh pihak 
anggota atau pihak LKS sesuai dengan harga pasar. Maksutnya adalah pihak 
anggota berhak menjual barang jaminan atas persetujuan dari pihak LKS. Jika 
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anggota menjual barang jaminan tanpa meminta persetujuan dari pihak LKS, 
maka bisa disebut penyalahgunaan barang jaminan. 
Kemudian yang kedua adalah pihak anggota melunasi sisa angsuran pada 
LKS dari hasil penjualan jaminan yang tentunya diketahui oleh keduabelah pihak. 
maksudnya adalah pihak anggota yang mengalami penunnggakan angsuran dapat 
memenuhinya dengan cara penjualan barang jaminan atas persetujuan pihak LKS 
untuk membayar tunggakan angsuran atau untuk melunasi pembiayaannnya 
tersebut. 
Selanjutnya yang ketiga yaitu sisa dana atas penjualan barang jaminan 
akan dikembalikan kepada anggota. Maksudnya adalah apabila hasil penjualan 
barang jaminan tersebut melebihi sisa hutangnya, maka pihak LKS memberikan 
sisa tersebut kepada pihak anggota dan apabila hasil penjualan barang jaminan 
lebih kecil dari hutangnya, atau belum bisa menutupi hutangnya, maka sisa hutang 
tetap menjadi hutang anggota dan wajib untuk dilunasi, 
Kemudian yang keempat yaitu apabila pihak anggota tidak mampu untuk 
membayar sisa hutangnya, maka pihak LKS dapat membebaskannya. Maksudnya 
adalah ketika pihak anggota sudah benar-benar tidak mampu membayar 
angsurannya, kemudian jaminanpun sudah hilang atau sudah dijual untuk 
menutupi angsurannya dan ternyata masih kurang karena nilai barang yang sudah 
menurun, maka pihak LKS memiliki kewenangan untuk membebaskan utangnnya 
yang masih tersisa. 
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Kemudian yang terakhir yaitu Jika muncul perselisihan antara kedua belah 
pihak, maka dapat diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah 
tidak tercapainya kesepakatan dari musyawarah. Maksudnya adalah jika dalam 
proses pengembalian atas dana pembiayaan, antara pihak anggota dan pihak LKS 
mengalami suatu masalah yang tidak kunjung terselesaikan melalui musyawarah, 
maka hal ini dapat diselesaikan dengan meneruskan masalah tersebut lewat Badan 
Arbitrase Syariah Nasional. 
 
2.4.5. Beberapa Faktor Penentu risiko Pembiayaan Bermasalah dan 
Mitigasinya pada Akad Murabahah Berdasarkan Pesanan 
Menurut Wahyudi dan kawan-kawan (2013 : 106-107), dalam transaksi 
pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan, pihak bank syariah atau BMT tidak 
dapat memastikan pembiayaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan 
secara terus menerus. Maka dari itu pihak bank syariah atau BMT harus 
mengenali faktor-faktor penentu risiko pembiayaan murabahah bermasalah dan 
mitigasinya. 
Contoh faktor-faktor penentu risiko pembiayaan murabahah bermasalah 
yaitu jika adanya risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank syariah atau 
BMT membeli barang yang dipesan akan tetapi belum diserahkan kepada pihak 
pemesan, barang tidak sesuai spesifikasi pemesan, pemasok melakukan 
wanprestasi, mitigasinya adalah Melakukan pengecekan kondisi barang pada 
waktu penyerahan barang pesanan dari pihak pemasok. Agen pembeli dalam 
kapasitas pribadinya, menjamin kecakapan kinerja dari pemasok. 
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Jika adanya risiko turunnya harga barang pesanan di pasar setelah bank 
membeli barang tersebut, dapat mempengaruhi pihak pemesan barang untuk 
membatalkan pesanannya, mitigasinya adalah Memastikan bahwa pemesan 
barang akan memenuhi janji yang sudah disepakati  dengan cara mengetahui dan 
mengkaji profil debitur dan tingkat keseriusannya atas barang yang dipesan 
tersebut. Sebagian ahli membolehkan meminta jaminan di awal (Hamish 
Jiddiyah). 
Sedangkan risiko bila anggota terlambat membayar, mitigasinya adalah 
Pihak bank syariah atau BMT perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi 
dengan anggota untuk mengetahui sebab keterlambatannya dalam melakukan 
pembayaran. Penggunakan sanksi berupa penalti, meskipun digunakan untuk 
kegiatan sosial, harus dilakukan oleh pihak berwenang (hakim). 
Mitigasi sangat penting bagi pihak bank syariah atau BMT dalam 
menanggulangi sebelum terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Dengan 
adanya mitigasi, diharapkan pihak bank syariah atau BMT dapat meminimalisir 
terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Hendaknya bank syariah atau BMT 
selalu mengembangkan mitigasinya dengan mempelajari masalah-masalah 
pembiayaan yang tergolong baru dan belum pernah terjadi dalam pembiayaan 
tersebut. 
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2.5. Penelitian yang Relevan 
Penelitian mengenai upaya mengatasi masalah pembiayaan pada akad 
murabahah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan banyak ditemukanya jurnal-jurnal mengenai penanganan pembiayaan 
bermasalah pada akad murabahah pada bank syariah maupun BMT. Akan tetapi 
pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta belum ada yang melakukan 
penelitian mengenai upaya mengatasi maslah pembiayaan pada akad murabahah. 
Fokus penelitian ini yaitu mencoba untuk mencari solusi penanganan dan 
penyelesaian atas pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang dialami 
oleh KJKS BMT Annisa’ Wanita IslamSurakarta. Hal ini berupa mencari faktor-
faktor pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan mitigasi dari berbagai 
masalah yang dialami. Jenis penelitian yang  digunakan adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pikiran berupa win-
win solution yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan dan 
penyelesaian  atas pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta sehingga pembiayaan yang sebelumnya 
mengalami masalah dapat diatasi dengan tepat sehingga proses dalam 
pengembalian pembiayaan dapat berjalan normal kembali dan terhindar dari 
pembiayaan macet. Beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut : 
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Dalam penelitian Kina (2017), yang berjudul Mekanisme Penanganan 
Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari’ah Pare, 
menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya 
pembiayaan bermasalah yaitu diantaranya adanya masalah dalam proses analisis 
pembiayaan, anggota melakukan wanprestasi, tidak adanya tanggung jawab 
anggota dalam mengelola usahanya serta usaha anggota yang mengalami 
bangkrut.  
Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian 
penulis yaitu perbedaan lokasi penelitian, jika penelitian tersebut dilakukan di 
BMT Syariah Pare, sedangkan penelitian penulis dilakukan di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian tersebut 
fokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah 
bermasalah serta penilaian anggota berdasarkan NPL. Sedangkan penelitian 
penulis fokus pada upaya mengatasi masalah pembiayaan pada akad murabahah. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Listanti, Dzulkirom, dan 
Topowijono (2015), yang berjudul Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah 
Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Mall 
Wat Tamwiil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur 
Periode 2011-2013), menyimpulkan bahwa proses pembiayaan murabahah pada 
KJKS BMT Mandiri Sejahtera sudah bagus, kemudian penilaian mengenai 
kolektabilitas berdasarkan NPF (2011-2013) perlu melakukan pengawasan.  
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Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu diantaranya 
lokasi dan tahun penelitian, kemudian fokus penelitian tersebut juga berbeda 
dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap analisis 
kolektabilitas pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera 
Karangcangkring tiga tahun terakhir (2011-2013) untuk mengetahui apakah sehat 
atau tidak. Setelah diketahui kondisi NPF pada BMT tesebut, kemudian dilakukan 
penyelesaian masalah pembiayaan. 
Penelitian yang dilakukan  oleh Fidyaningrum dan Jannah (2016), yang 
berjudul Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada 
Pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II2005 (Studi 
Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang), menyimpulkan bahwa BMT Karisma 
dalam penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan murabahah sudah sesuai 
dengan fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II2005. Akan tetapi masih ada hal yang 
perlu dibenahi yaitu pengambilan jalur hukum yang belum sesuai fatwa DSN. 
Perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu selain lokasi 
penelitian, fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian 
tersebut lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah Non Performing 
Financing (NPF) khususnya dalam pembiayaan murabahah yang sesuai dengan 
fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II2005. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shobirin (2016), yang berjudul 
Penyelesaian Pembiayaan Mrabahah Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwiil 
(BMT), menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah 
secara umum di BMT yaitu faktor dari dalam (dari pihak BMT dan anggota) dan 
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faktor dari luar (faktor alam). Penyelesaian masalah pembiayaan murabahah di 
BMT secara umumnya yaitu dengan cara identifikasi masalah, penetapan kondisi 
pembiayaan, tindakan penyelamatan, surat peringatan, dan penjualan jaminan. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu selain lokasi 
penelitian, fokus penelitian juga terjadi perbedaan dengan penelitian penulis. 
Penelitian tersebut fokus pada penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di 
BMT secara umum sedangkan penelitian penulis lebih khusus pada penanganan 
pembiayaan bermasalah pada akad  murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta. 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015), yang berjudul 
Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) 
XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko, menyimpulkan bahwa terdapat 
beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. 
Faktor-faktor tersebut yaitu dari pihak anggota dan dari pihak BMT XYZ. 
Penyelesaian pembiayaan masalah tersebut dengan tindakan preventif, 
rrevitalisasi dan penyitaan jaminan. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu pada lokasi 
penelitian, akan tetapi memiliki fokus yang sama dengan penelitian penulis yaitu 
fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah kemudian cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah tersebut. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Bagaskara 
(2016), yang berjudul Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of 
Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2, menyimpulkan bahwa 
bank syariah di Indonesia pada periode 2012-2015 memiliki manajemen 
pembiayaan yang buruk. Manajemen pembiayaan yang buruk terjadi karena 
praktik manajemen internal yang kurang baik yang mengakibatkan meningkatnya 
pembiayaan bermasalah. 
Masalah pembiayaan umumnya terjadi karena faktor pengendalian 
manajemen dan faktor portofolio. Pengendalian manajemen yang buruk 
disebabkan karena buruknya pegawai dalam melakukan penilaian terhadap 
anggota yang ingin melakukan pembiayaan, pegawai melakukan kesalahan dalam 
penilaian agunan, dan pegawai mengalami kesulitan dalam melakukan 
pemantauan atau pengawasan terhadap anggota. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu selain lokasi 
penelitian, fokus penelitian juga mengalami perbedaan dengan penelitian penulis. 
Penelitian tersebut fokus pada manajemen pembiayaan bermasalah Non-
Performing Financing (NPF) bank-bank syariah di Indonesia, sedangkan 
penelitian penulis lebih fokus kepada masalah-masalah apa yang terjadi pada 
pembiayaan khususnya murabahah dan bagaimana penanganannnya. 
Kemudian penelitian yang dilaukan oleh Rahayu (2016), yang berjudul 
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian 
Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 
BMT Taruna Sejahtera, menyimpulkan bahwa pada BMT Taruna Sejahtera 
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diketahui terdapat tiga faktor yang memiliki pengaruh nyata terhadap kelancaran 
pengembalian pembiayaan murabahah. Ketiga faktor tersebut diantaranya nilai 
pinjaman, omset usaha serta tingkat pendidikan. 
Nilai penjaman dapat diartikan semakin besar jumlah pinjaman yang 
dilakukan oleh anggota, semakin besar pula peluang kelancaran dalam 
pengembalian pembiayaan. Omset usaha dapat diartikan semakin besar omset 
usaha atau keuntungan yang diperoleh pengusaha semakin besar pula peluang 
kelancaran dalam pengembalian pembiayaan. Sedangkan tingkat pendidikan dapat 
diartikan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang kelancaran 
pengembalian pembiayaan. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu selain lokasi 
penelitian, fokus penelitian juga mengalami perbedaan dengan penelitian penulis 
walaupun sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah. Pada penelitian 
tersebut berfokus kepada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 
kelancaran dalam pengembalian pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian 
penulis fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah 
dan penanganannya. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kalsum dan Rahmi (2017), 
yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada 
BNI Syariah Cabang Kendari), menyimpulkan pelaksanaan restrukturisasi 
pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BNI Syariah cabang Kendari yaitu 
dengan Rescheduling (penjadwalan ulang), kemudian Reconditioning 
(persyaratan kembali), dan Restructuring (penataan kembali). 
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Kendala dalam melakukan penerapan restrukturisasi yaitu berasal dari 
pihak anggota itu sendiri. Pihak anggota tidak memiliki itikad baik untuk 
menyelesaiakan pengembalian pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi. 
Padahal restrukturisasi bertujuan mempermudah anggota untuk melakukan 
pengembalian pembiayaan yang sempat macet. Solusi dari kendala tersebut yaitu 
dengan melakukan analisis pada anggota dengan teliti, mempertimbangkan 
adanya angsuran pihak ketiga, serta tindakan tegas dengan menjual agunan. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu selain lokasi 
penelitian, fokus penelitian juga mengalami perbedaan dengan penelitian penulis. 
Jika penelitian penulis fokus kepada faktor penyebab pembiayaan murabahah 
bermasalah dan penangannya, sedangkan penelitian tersebut lebih fokus lagi yaitu 
pada kendala dalam menerapkan restrukturisasi dimana restrukturisasi sendiri 
berada dalam cakupan penanganan pembiayaan bermasalah. 
Selanjutnya penelitian yang dilaukan oleh Fikruddin (2015), yang berjudul 
Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Sekabupaten 
Demak, menyimpulkan bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan 
murabahah telah dilakukan secara efektif pada 5 BMT di Kabupaten Demak yang 
telah diteliti. Manajemen risiko dikatakan efektif jika besarnya NPL < 5% dan di 
atas > 3%. Dan apabila besarnya NPL < 3% dapat disebut sangat efektif. 
Strategi yang digunakan untuk menghadapi risiko pembiayaan murabahah 
yaitu dengan cara transendentalisme dalam mengelola risiko, ketelitian dalam 
melakukan analisis dengan menerapkan 5C, lebih fokus terhadap memperbanyak 
jumlah anggota daripada jumlah nominal, serta melakukan pemerataan usaha. 
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Sedangkan hambatan yang dihadapi diantaranya adalah hambatan yang muncul 
dari dalam atau dari pihak BMT karena manajemen yang buruk dan hambatan 
yang muncul dari luar atau dari pihak anggota karena melakukan wanprestasi. 
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu selain lokasi 
penelitian, fokus penelitian juga mengalami perbedaan dengan penelitian penulis. 
Dari kesimpulan diatas menjelaskan bahwa penelitian tersebut fokus terhadap 
tindakan pencegahan dengan membuat manajemen risiko sebelum terjadinya 
pembiayaan murabahah bermasalah. Sedangkan penelitian penulis fokus pada cara 
penanganan masalah pembiayaan murabahah yang sudah terlanjur terjadi 
permasalahan dalam pembiayaan. 
Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh empat peneliti yaitu Safari, 
Shateri, Baghiabadi dan Hozhabrnejad (2016), yang berjudul The Significance of 
Risk Management for Banks and Other Financial Institutions, yang 
menyimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki tingkat prioritas paling tinggi 
untuk saat ini dan hampir semua bidang industri menerapkannya.  
Tidak banyak industri yang merasakan efek dari manajemen risiko yang 
lebih mendalam selain industri jasa keuangan. Kegagalan dalam penanganan 
risiko dari perspektif holistik dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank, 
lembaga keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan. Penerapan manajemen 
risiko tidak hanya untuk menghindari kerugian dari pembiayaan bermasalah, 
akantetapi juga akan menjadi sarana keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, 
penerapan manajemen risiko sangat penting pada saat ini. 
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Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian 
tersebut menunjukkan tentang pentingnya menerapkan manajemen risiko pada  
bidang industri khususnya lembaga keuangan atau bank. Penerapan manajemen 
risiko sangat penting untuk menghindari risiko-risiko yang dapat menyebabkan 
kerugian bagi pihak bank sepertihalnya pembiayaan bermasalah. 
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BAB III 
Metodologi Penelitian 
 
 
3.1. Lokasi Penelitian dan Tahapan Riset 
Penelitian ini dilakukan pada salah satu lembaga keuangan syariah yaitu 
pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
yang berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 45 Nusukan, Banjarsari, 
Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan cara untuk 
melakukan penanganan atas pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam melakukan 
riset, terdapat tahapan-tahapan yang akan dilalui. 
Tahapan riset yang pertama yaitu melakukan survey di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta dengan tujuan memastikan adanya masalah 
mengenai pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Setelah melakukan 
survey dan ternyata ditemukan masalah pembiayaan pada akad murabahah, 
selanjutnya peneliti mengajukan surat izin untuk  melakukan penelitian mengenai 
pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta. 
Setelah mendapatkan surat izin melakukan penelitian dari pihak KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta, selanjutnya peneliti menyusun kumpulan 
pertanyaan yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah yang akan digunakan untuk mewawancarai pihak manager yaitu Ibu 
Yayuk dan pihak marketing yaitu Ibu Maskun. Setelah melakukan wawancara dan 
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mengumpulkan data-data dari internal maupun eksternal, selanjutnya peneliti 
melakukan penyusunan penelitian sebagai karya ilmiah. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Ide 
pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan 
pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal 
demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperan serta (Lexy J. 
Moleong, 2009: 26).  
Menurut Bogdan dan Taylor (1992 : 21-22), Metode kualitatif yaitu 
merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa 
ucapan atau tulisan serta perilaku-perilau yang dapat diamati secara langsung dari 
orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan subyek dan 
objek secara keseluruhan, subyek penyelidikan baik berupa organisasi maupun 
individu, tidak dipersempit menjadi hipotesis melainkan dipandang sebagai suatu 
keseluruhan. 
Penelitian ini dilakukan secara langsung pada KJKS Baitul Maal Wat 
Tamwiil (BMT) Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Penelitian ini berupaya untuk 
mencari jawaban atas masalah-masalah mengenai pembiayaan bermasalah pada 
akad murabahah dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
pembiayaan bermasalah pada akad murabahah serta penanganan yang harus 
dilakukan bila masalah tersebut terjadi. 
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3.3. Data dan Sumber Data 
Menurut Sanusi (2011 : 103), pengertian data yaitu lebih cenderung 
kepada data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan 
menurut Ibrahim (2015 : 67), pengertian data yaitu merupakan kata-kata atau 
tindakan yang relevan dengan penelitian atau suatu bahan keterangan tentang 
suatu objek penelitian yang berisi tentang berbagai informasi dan fakta yang 
relevan dengan penelitian. 
Sedangkan  sumber data memiliki pengertian yaitu dari mana sumber atau 
asal data tersebut didapat (Sanusi, 2011 : 103). Yang disebut sumber data yaitu 
diantaranya narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian 
(Ibrahim, 2015 : 69). Sumber data penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka 
penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang 
sedang di teliti . Sumber data digolongkan menjadi dua bagian, yaitu data primer 
dan data sekunder : 
 
3.3.1. Data Primer 
Menurut Sanusi (2011 : 104), data primer memiliki pengertian yaitu 
merupakan data yang pertama kali dicatat oleh peneliti kemudian hasil dari 
catatan-catatan tersebut dikumpulkan. Data tersebut didapatkan dari sumber utama 
yang diperoleh dari personil maupun yang ada dilapangan yang berhubungan 
langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Data primer berisikan segala 
keterangan berupa informasi dan fakta yang relevan dengan penelitian yang 
berkaitan sangat jelas dan bahkan secara langsung (Ibrahim, 2015 : 70). 
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Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara secara 
langsung dengan Ibu Yayuk selaku Manager dan Ibu Maskun Selaku 
MarketingKJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Isi dari wawancara yaitu 
mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada 
akadmurabahah dan bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah pada 
akad pembiayaan murabahah tersebut. 
 
3.3.2. Data Sekunder 
Menurut Sanusi (2011 : 104), pengertian dari data sekunder yaitu 
merupakan kumpulan data-data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang 
lain sedangkan peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut sesuai dengan 
kebutuhan. Data sekunder berisikan mengenai informasi, realitas, dan fakta yang 
relevan dengan penelitian, akantetapi tidak secara langsung (Ibrahim 2015 : 71). 
Data tersebut di peroleh dari perusahaan, buku perpustakaan, jurnal dan lainnya 
yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan obyek yang di teliti.  
Data sekunder memiliki dua jenis, yaitu data sekunder internal yaitu data 
yang diperoleh dari dalam (perusahaan) itu sendiri dan data sekunder eksternal 
yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan (Sanusi, 2011 : 104). Penelitian ini 
memperoleh data sekunder internal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari 
dalam KJKS BMT Annisa’. Sedangkan data sekunder eksternal diperoleh dari 
berbagai kajian pustaka dari penelitian terdahulu, kumpulan jurnal dan dokumen 
yang terkait dengan masalah yang sedang di teliti di  KJKS BMT Annisa’  
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3.4.  Metode Pengumpulan Data 
Menurut Suwartono (2014 : 41), metode pengumpulan data yaitu 
merupakan berbagai cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengambil, 
mengumpulkan, menghimpun atau menjaring data-data penelitian. Data penelitian 
kualitatif biasanya berbentuk teks, cerita, foto, video, artifact, maupun rekaman 
yang bukan berupa angka-angka (Raco dan Semiawan, 2010 : 108). 
Menurut Raco dan Semiawan, (2010 : 108), pengumpulan data dilaukan 
apabila arah dan tujuan penelitian sudah tersusun dan jelas, kemudian sumber data 
yaitu informan atau partisipan sudah dihubungi dan setuju untuk menjadi 
informan dengan sukarela tanpa ada paksaan untuk memberi informasi yang 
dibutukan oleh peneliti. 
Peneliti hanya ingin mengambil beberapa teknik pengumpulan data yang 
sering digunakan dan melingkupi sebagian besar pendapat para ahli metodologi 
penelitian. Diantara teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang 
akan diambil oleh peneliti yaitu teknik wawancara, dan Observasi. Berikut 
penjelasan masing-masing teknik pengumpulan data:  
 
3.4.1. Wawancara  
Menurut Moelong (2006) dalam Ibrahim (2015 : 90), wawancara yaitu 
suatu percakapan yang memiliki maksut tertentu yang melibatkan dua pihak yaitu 
pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai 
pihak yang akan menjawab atas pertanyaan tersebut. Wawancara dapat 
memungkinkan untuk kita mengetahui pemikiran orang lain yang berhubungan 
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dengan pikiran, pengalaman, pendapat dan perasaan yang tidak bisa diamati 
(Suwartono, 2014 : 48). 
Dalam hal ini peneliti menyusun berbagai pertanyaan-pertanyaan secara 
sistematis yang akan digunakan untuk menggali informasi dengan melakukan 
wawancara secara langsung kepada Ibu Yayuk selaku manajer danIbu Maskun 
selaku merketingKJKS BMTAnnisa’ Wanita Islam Surakarta.Pengumpulan data 
dengan wawancara kepada Ibu Yayuk selaku manager dan bu Maskun selaku 
marketing dimulai pada bulan januari 2018 sampai Oktober 2018 dimana 
wawancara tersebut dilakukan berulang kali. 
Dengan melakukan wawancara secara langsung, diharapkan dapat 
mengetahui informasi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung 
dan rill yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah 
dari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sampai strategi penanganan 
pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
 
3.4.2. Observasi 
Menurut Racho dan Samiawan (2010 : 135), observasi merupakan bagian 
dari pengumpulan data dimana data yang dikumpulkan didapatkannya langsung 
dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati fenomena-
fenomena yang terjadi dengan menggunakan panca indra ( Burhan, 2013 : 133). 
Kegiatan dalam melakukan observasi yaitu dengan cara mencatat kejadian-
kejadian secara sistematik, perilaku dan obyek-obyek yang diamati serta hal-hal 
yang mendukung dalam penelitian (Sarwono, 2006 : 224). 
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Dalam hal ini, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati 
terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta. Pengamatan dilakukan baik di dalam maupun di luar 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Isla Surakarta. Hasil pengamatan kemudian dicatat 
dengan jelas dan benar. Hasil pengamatan akan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun penelitian karya ilmiah. 
 
3.5. Analisis Data 
Data yang didapatkan oleh peneliti yaitu diantaranya lewat hasil rekaman 
wawancara kepada Ibu Yayuk Selaku Manager dan Ibu Maskun selaku Marketing 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Hasil rekaman wawancara kepada 
Ibu Yayuk dan Ibu Maskun tersebut kemudian di ketik dan dibuat transkrip 
wawancara.  
Dari hasil transkrip wawancara tersebut, peneliti melakukan pemisahan 
antara data yang terkait dan data yang tidak terkait dengan melakukan editing dan 
peringkasan. Data-data yang terkait dengan pembiayaan bermasalah pada KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta tersebut digunakan untuk menyusun dan 
memperkuat hasil karya ilmiah peneliti. 
Selain itu, data juga didapatkan dari RAT (Rapat Anggota Tahunan) KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Dari berbagai kumpulan data yang ada di 
RAT, kemudian dilakukan pemisahan antara data yang tidak terkait dan data yang 
terkait pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Data yang terkait 
pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yaitu berupa data mengenai 
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perkembangan pembiayaan pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dan 
data mengenai NPF (Net Performing Financing). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
   
4.1. Akad Murabahah Pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
Akad murabahah sebenarnya merupakan akad jual-beli, akan tetapi sering 
digunakan diberbagai bank maupun BMT sebagai akad penyaluran dana untuk 
pembiayaan suatu barang. Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat 
Tamwiil Annisa’ Wanita Islam Surakarta juga lebih sering menggunakan akad 
murabahah sebagai akad pembiayaan daripada sebagai akad jual-beli. 
Akad murabahah merupakan akad yang sering digunakan di Koperasi Jasa 
Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ Wanita Islam Surakarta di 
bandingkan dengan akad yang lain seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan 
lainnya. Menurut Ibu Yayuk selaku manager, “…akad murabahah banyak 
peminatnya karena simpel, persyaratan mudah, cepat dalam penerapannya dan 
kecil risiko pembiayaan bermasalahnya”.  
Menurut Ibu Yayuk, “segmen pasar BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
itu membiayai usaha-usaha mikro kecil, pedagang kaki lima dan pasar 
tradisional…”. Oleh karena itu, dalam penyaluran dana pembiayaan BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta memberikan pelayanan khusus dengan membiayai sektor 
usaha mikro, dimana sebagian besar anggota BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta merupakan pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang 
membutuhkan dana untuk modal mengembangkan usahanya. 
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Hal ini yang menyebabkan pembiayaan yang sering diajukan oleh calon 
anggota adalah untuk modal kerja (produktif). Untuk memenuhi kebutuhan 
pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, maka BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta menggunakan akad murabahah untuk memenuhi permintaan calon 
anggotanya. 
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta memahami bahwa calon aggota tidak menyukai 
administrasi yang rumit dan sebagian anggota tidak memahami sistem syari’ah 
dengan baik karena mereka sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Oleh 
karena itu Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta memilih pembiayaan dengan akad Murabahah. 
Menurut Ibu Maskun selaku marketing, pembiayaan murabahah 
merupakan pembiayaan dengan sistem jual-beli dimana pihak BMT memberikan 
fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang 
konsumtif maupun barang modal usaha. Intinya yaitu pihak BMT membelikan 
barang yang diinginkan oleh anggota, kemudian menjualnya kepada anggota 
tersebut dengan sejumlah marjin yang disepakati oleh keduabelah pihak 
sebelumnya. 
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4.2. Mekanisme Pembiayaan di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta 
Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta membantu anggota untuk memperoleh kemudahan dalam 
mendapatkan dana guna keperluan konsumtifmaupun untuk modal usaha. Demi 
keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan kepada anggota, 
maka perlu adanya suatu pedoman dalam pemberian pembiayaan yang layak, 
sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya dengan harapan tidak 
terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan.  
Prosedur itu dibuat mengingat tingginya risiko terjadinya pembiayaan 
bermasalah yang kerap kali menjadi kendala di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 
Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Menurut Ibu Yayuk 
selaku Manager di koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwiil 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta mengenai mekanisme pembiayaan dengan akad 
murabahahyakni :  
“Ya kita di awal itu kan anu mereka mengisi formulir pengajuan, setelah 
mereka mengisi formulir pengajuan mereka kita survey, setelah kita 
survey hasilnya seperti apa positif atau negatif. Kalau positif ya tentu kita 
ada anunya mas, ada yang mereferensi juga. Kalau untuk awal itu biasanya 
kita memang mulainya dari sedikit gitu tapi kalau ada yang mereferensi 
kita bisa agak banyak. Agak banyak dan enggaknya itupun juga relatif ya 
karna kita BMT memang untuk yang menengah ke bawah bukan 
menengah ke atas. Yasudah itu tok. Terus nanti ketika kita sudah terima 
kita bikin kesepakatan untuk bagi hasilnya. Untuk bagi hasilnya kita tanya 
ke mereka misalnya untuk beli apa, untuk belanja katakanlah untuk 
kelontong ya misalkan gula sekilo berapa, kamu dapatnya berapa dan 
sebagainya . nah kalau misalkan kamu belanja 1 juta itu biasa dapet hasil 
berapa?... ya gitu-gitu mas. Nanti kita minta deal sekian persennya boleh 
atau tidak bisa atau tidak gitu. Setiap saat kita mau memberikan dan boso 
jowo nganyarke gitu lho, sudah pinjam pinjam lagi itu boso jowone 
nganyarke itupun kita ambil kesepakatan lagi sesuai standar SOP.” 
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(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 07September 
2018). 
 
Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwasanya mekanisme pembiayaan 
pada akad murabahah yaitu langkah pertama pihak anggota mengisi formulir 
pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT. Setelah pihak 
anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan, langkah selanjutnya pegawai 
dari BMT melakukan survey kepada anggota dengan melakukan kunjungan, 
wawancara dan pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk memutuskan 
layak atau tidaknya anggota menerima pembiayaan. 
Sebenarya KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta hanya fokus 
menyalurkan pembiayaan kepada anggo lama dibanding dengan anggota baru. 
Karena anggota baru memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang 
lebih tinggi daripada anggota lama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu 
Yayuk, 
“Terus-terang hampir BMT se-Jawa Tengah tidak mengeluarkan 
pembiayaan untuk orang baru, karena rentan sekali untuk macetnya. Jadi 
temen-temen se Solo Raya yang saya tahu itu teman-teman sudah tidak 
mengeluarkan pembiayaan untuk orang baru. Jadi kalau untuk yang sudah 
lama kan nggak usah pakai survey, itu mas. Karna apa, kan survey juga 
harus ada biaya to” (wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 
07September 2018). 
 
Ibu Yayuk menjelaskan bahwa hampir BMT se-Jawa Tengah tidak 
melakukan penyaluran pembiayaan kepada anggota baru karena rentan terjadinya 
pembiayaan bermasalah. Menurut Ibu Yayuk, penyaluran pembiayaan lebih 
mudah kepada anggota lama karena tidak perlu melakukan survey ke lapangan. 
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Melainkan hanya melakukan analisis pembiayaan sebelumnya untuk menentuka 
anggota tersebut layak atau tidaknya menerima pembiayaan. 
Jika anggota dinyatakan layak, maka akan dilakukan proses selanjutnya 
yaitu pihak anggota dan pihak BMT melakukan kesepakatan untuk menentukan 
bagi hasilnya. Isi dari kesepakatan tersebut diantaranya yaitu barang yang akan di 
beli, jumlah keuntungan, porsi bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, dan 
jaminan. Jika antara pihak anggota dan pihak BMT sudah menemui titik 
kesepakatan, maka proses selanjutnya akan dilakukan realisasi pembiayaan. 
Untuk anggota baru, pihak BMT tidak berani memberikan pembiayaan 
dalam jumlah besar melainkan dilakukan dengan cara bertahap, itupun jika ada 
yang mereferensikan. Hal ini disebabkan karena anggota baru memiliki risiko 
pembiayaan bermasalah yang lebih besar dibanding dengan anggota lama. Jika 
anggota sudah melunasi tanggungan pengembalian pembiayaan dan akan 
melakukan pengajuan pembiayaan kembali, maka kedua belah pihak akan 
melakukan kesepakatan baru. 
Produk pembiayaan dengan akad murabahah memang menjadi produk 
dengan perkembangan pembiayaan paling tinggi di KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakatadibanding dengan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan 
Mudharabah, Ijarah, dan Qhordul Hasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel 
berikut : 
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Tabel 4.1. Perkembangan Pembiayaan  
pada KJKS BMT Annisa’Wanita Islam Surakarta 
(2015-2017) 
Tahun 
Jenis dan Perkembangan Pembiayaan 
Murabahah Mudharabah 
Qhordul 
Hasan 
Ijarah 
2015 733.640.247 52.430.500 16.322.900 113.920.200 
2016 693.376.222 49.187.450 16.640.610 104.528.180 
2017 766.180.725 54.352.132 18.387.874 115.503639 
Sumber : RAT Tahun 2015-2017 KJKS BMT Annisa’Wanita Islam Surakarta 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
pembiayaan yang paling tinggi dari tahun ke tahun di KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Hal ini dikarenakan 
proses dalam pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah lebih mudah dan 
simpel dibanding dengan akad pembiayaan yang lain.  
Dengan perkembangan pembiayaan menggunakan akad murabahah di 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yang semakin tinggi dari Tahun 
keTahun diharapkan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan murabahah 
kepada calon anggota. Maka dari itu, strategi pencegahan dan penanggulangan 
pembiayaan bermasalah tersebut penting untuk diterapkan agar mampu 
mengurangi risiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah 
bermasalah. 
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4.3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
Sehubungan dengan BMT yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari 
masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat tidak 
menuntut kemungkinan akan menanggung risiko pembiayaan bermasalah. Risiko 
pembiayaan bermasalah terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor 
internal. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta menurut Ibu Yayuk selaku manager yaitu, 
“Biasanya karena penyalahgunaan pembiayaan, kan kita kebiasaan itu 
tidak 100%, kebiasaan kita kan pakainya wakalah, jadi dia kita kasih uang 
kemudian dia belanja. Biasanya itu penyalahgunaan, misalkan kita cek 
bener dia sudah belanja tapi kan payune iku dinggo kebutuhan keluarga 
bisa terjadi, terus bisa juga pasar sekarang semakin hari tidak semakin 
ramai, tapi pasar sekarang anu mas sekarang pasar sepi sedangkan daya 
beli itu luar biasa. Mereka kadang belanja tapi tidak habis, akhirnya 
barang dagangannya bosok  busuk. Kalau orang-orang yang jual makanan 
itu mbien-mbien jam 4 habis, sekarang bisa sampai jam 8. Nah, 
otomatiskan bisa mempengaruhi pendapatan. Kadang juga makanan yang 
sekarang nggak laku besok di masak kan juga rasa sudah beda. Pokoknya 
daya beli sekarang ini luar biasa. Apalagi kemarin dolar sampai 15 ribu itu 
paginya itu neng pasar-pasar tradisional itu opo-opo mundak. Nek emak-
emak itu blonjo gowo duet 50 ribu itu wes ra entuk opo-opo. Itu, itu sing 
kebanyakan mempengaruhi banget.”(wawancara dengan Ibu Yayuk, 
Manager pada tanggal 07September 2018). 
 
Menurut Ibu Yayuk selaku Manager KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karena adanya 
penyalahgunaan pembiayaan. Penyalahgunaan pembiayaan sering terjadi karena 
pihak anggota melakukan wanprestasi dengan menyalahgunakan dana 
pembiayaan yang diberikan oleh pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta. 
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 Salah satu contoh penyalahgunaan pembiayaan di KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta yaitu ada anggota yang mengajukan pembiayaan dengan 
akad murabahah. Ketika anggota sudah mendapatkan dana pembiayaan dan sudah 
digunakan untuk menambah barang dagangannya, anggota melakukan 
wanprestasi dengan menggunakan hasil dagangannya untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya akan tetapi tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan 
angsuran kepada pihak BMT ketika jatuh tempo. 
Pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh anggota yang mengalami 
kebangkrutan dalam usahanya. Contoh kasus dalam hal ini yang menimpa KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu kebanyakan anggota yang 
mengajukan pembiayaan adalah mereka yang berada pada golongan menengah ke 
bawah (Mikro). Anggota yang mengajukan pembiayaan adalah mereka yang 
melakukan transaksi jual-beli di pasar tradisional. 
Menurut Ibu Yayuk, pasar tradisional sekarang ini tidak semakin ramai 
melainkan semakin sepi. Banyak anggota yang barang dagangannya berupa 
sayuran tidak mampu melakukan angsuran pada saat jatuh tempo dikarenakan 
dagangannya yang tidak laku, sedangkan dagangan yang berupa sayuran tersebut 
mudah sekali busuk dan tidak bisa dijual kembali di kemudian hari. 
Ibu Maskun selaku marketing menambahkan, bahwa anggota yang 
mengalami pembiayaan bermasalah justru dari anggota-anggota lama dimana 
penyaluran pembiayaannya lewat pengelola terdahulu. Menurut beliau, anggota 
lama yang mengalami pembiayaan bermasalah karena melakukan wanprestasi 
dengan tidak melakukan kewajiban membayar angsuran kepada pihak BMT. Hal 
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tersebut disebabkan oleh pengelola terdahulu ketika keluar dari perusahaan tidak 
meninggalkan data-data yang lengkap bagi pewarisnya. 
“Masalahe nggeh niku, lha sak niki nggih wong nikui i sing pembiayaan 
sing macet-macet niku justru sing membiayai wong ndisik-ndisik lewat 
pengelola sing riyin-riyin. Inshaa Alloh sing kulo ngeteniki malah justru 
lancar. Riyin sing disik disik niku malah katah sing macet. Dadi kan 
penguruse wes dho metu to, dadi kulo niki entuk tinggalan. Dadi yen sing 
lewat kulo tesih kulo jaluki terus, tapi sing lewat ndisik-ndisik kan sak 
penake dewe. Dadi yen ora ngekei nggeh kulo yowislah kulo nggih 
ngoten.enek sing teng mriki niki minjam 30 juta niku, tapi yo mesakne 
usahane bangkrut padahal kan uange mriki kan sing di pinjamne kan 
bukan uang BMT. Maksute ngeten, mriki kan juga pinjam di luar, lha 
padahal pinjam di luarpun kan kita yen telat niku kan juga anu. Mriki kan 
entuk tanggungan dadikan luih okeh meleh ngoten lhe, lha padahal mriki 
jane yen ngono ora tegel, tapi ya bagaimana lagi. Pokoke tinggalane sing 
ndisik niku banyak yang bermasalah, karena kan wes dho metu 
pegawainya”(wawancara dengan Ibu Maskun, Marketing pada tanggal 
21Agustus 2018). 
“Masalahnya ya itu, sekarang anggota yang melakukan pembiayaan 
bermasalah yang mengalami kemacetan ustru dari pembiayaan anggota 
terdahulu lewat pengelola sebelumnya. Inshaa Allah anggota yang lewat 
saya lancar. Pembiayaan macet terjadi pada anggota yang melakukan 
pembiayaan lewat pengelola terdahulu. Jadi kan pengurusnya sudah 
keluar, tapi yang lewat pengelola terdahulu  kan seenaknya sendiri. Jadi 
kalo tidak bisa memberi ya saya yasudahlah, saya begitu. Ada disini yang 
pinjam 30 juta , tapi ya kasihan usahanya bangkrut padahal uang dari 
BMT yang dipinjamkan bukan sepenuhnya uang BMT, maksutnya sini 
kan juga pinjam di luar. Padahal kalau pinjam diluar kalau telat 
mengangsur kan juga ditagih. Jadi disini dapat tanggungan lebih besar gitu 
lho, padahal disini mau gitu tidak tega, tapi ya bagaimana lagi. Pooknya 
tinggalannya yang dulu banyak yang bermasalah, karena kan sudah pada 
keluar” (wawancara dengan Ibu Maskun, Marketing pada tanggal 
21Agustus 2018). 
 
Tidak hanya faktor eksternal, terjadinya pembiayaan bermasalah juga 
disebabkan oleh faktor internal. Terjadinya pembiayaan bermasalah yang 
disebabkan oleh faktor internal yaitu diantaranya kurang teliti dan tegasnya pihak 
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pengelola KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dalam melakukan analisis 
pembiayaan khususnya analisis mengenai barang jaminan.  
Kasus pembiayaan bermasalah yang berhubungan dengan barang jaminan 
yang menimpa KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu diantaranya 
terjadinya pembiayaan bermasalah dengan jaminan berupa akta, terjadinya 
pembiayaan bermasalah dengan jaminan berupa BPKB, serta terjadinya 
pembiayaan bermasalah karena tanpa adanya jaminan. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Ibu Maskun, 
“Teng mriki kathah mas sing jaminke ngangge akta, dugi seprene mboten 
di pendhet, kemungkinan saget damel akta melih. Lha ndisik niku nggih, 
wonten sing minjam 15 juta niku ming ngangge BPKB kendaraan lawas 
ngoteniku, nggih akhire nyaure yo sak penake dewe, di jaluk wong sok 
okeh orane ngekeine gur ngekekine kan mboten sepadan kudune ki 
ngekeine sakmene, engko ngekekine gur sakmene ngoteniku. Sing dhisik-
dhisik kan ngambile dho 20 juta, 15 juta. Ning marai anu, mriki niki sok-
sok i bu yayuk niku jiwane kasihan,jiwane mboten tegonan. Niku wonten 
saking BMT At-Taubah niku mesakne meleh, niku ndisik mendhet 
pembiayaan mboten di survey, mboten ngangge jaminan padahal njikuke 
nganti atus-atusan juta sak niki wis ra jalan dadi otomatis sing ngelola 
nggih tombok omah tombok nopo-nopo ngge nyaur” (wawancara dengan 
Ibu Maskun, Marketing pada tanggal 21Agustus 2018). 
“Disini banyak mas yang meminjamkan memakai akta, sampai sekarang 
tidak di ambil, kemungkinan bisa membuat lagi. Dulu, ada yang 
meminjam 15 juta itu cuma menggunakan BPKB kenadraan lawas. 
Akhirnya ngangsurnya seenaknya sendiri, di tagih kebanyakan tidak mau 
memberi, memberipun tidak sepadan, seharusnya memberi segini, tai 
hanya bisa memberi segini seperti itu. Anggota yang dahulu kan 
ngambilnya 20 juta, 15 juta. Ya karena gini, terkadang Bu Yayuk itu 
jiwanya kasihan, jiwanya tidak tegaan. Itu ada BMT At-Taubah itu 
kasihan, itu dulu mengambil pembiayaan tidak di survey, tidak 
menggunakan jaminan padahal mengambil sampai ratusan juta sekarang 
sudah tidak jalan jadi otomatis yang pengelola jual rumah, jual apa-apa 
untuk mengangsur” (wawancara dengan Ibu Maskun, Marketing pada 
tanggal 21Agustus 2018). 
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Menurut Ibu Maskun, contoh kasus pembiayaan bermasalah dengan 
jaminan berupa akta yaitu ada anggota yang menggunakan akta yang dijadikan 
sebagai jaminan, sampai sekarang akta tersebut tidak di ambil dan anggota 
tersebut tidak bisa dihubungi. Menurut informasi yang diperoleh oleh pihak BMT, 
ternyata akta kelahiran dapat dibuat kembali dengan cara membuat surat 
kehilangan kemudian ditujukan kepada pihak berwajib (polisi). 
Contoh kasus pembiayaan bermasalah selanjutnya yaitu dengan 
menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Ada anggota yang 
mengajukan pembiayaan sebesar 15 juta dengan menggunakan jaminan BPKB 
kendaraan bermotor. Ketika melakukan angsuran selalu kurang dari angsuran 
pokok. Ketika ingin dilakukan penyitaan barang jaminan ternyata harga barang 
jaminan berada di bawah dari sisa angsurannya. Mengenai kasus pembiayaan 
bermasalah yang berhubungan dengan jaminan BPKB, Ibu Yayuk menambahkan, 
“Iya, bertahun-tahun nggak ini, diparani tibake wis pergi, rumahnya 
ternyata sudah di jual, dulu katanya itu rumahnya ternyata dia mondok dan 
sebagainya gitu. Jaminannya mereka kan BPKB. BPKB-nya masih, 
banyak mas, BPKB itu numpuk banyak tapi itu orangnya nggak pada ada, 
motornya yo ra ono, gitu. Makane saiki pegadaian-pegadaian itu kan 
nggak cuma nerima BPKB, motornya, mobilnya harus masuk. Iya itu 
kenapa, kalau dulu kan enggak. Bank-bank itu kan dulu juga cuma BPKB, 
kalau sekarang kalau mau pinjam ya sak mobile masuk. Kalau enggak 
kayak gitu nanti bisa diluar bilang hilang sudah cari lagi kan gampang. 
Bayarnya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman itu. Katakanlah cari BPKB 
1 juta misalkan, lha pinjamannya 5 juta kan dekne sih bathi 4 juta” 
(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 07September 
2018). 
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Ibu Yayuk menjelaskan bahwa ada anggota yang melakukan pembiayaan 
dengan menggunakan BPKB sebagai jaminan. Anggota tersebut sudah bertahun-
tahun  tidak melakukan angsuran, ketika pihak pengelola BMT melakukan survey 
ternyata anggota tersebut tidak ada di tempat serta barang berupa kendaraan 
bermotor yang dijadikan sebagai jaminan juga tidak ada.  
Maka dari itu, menurut Ibu Yayuk sekarang pegadaian-pegadaian tidak 
mahu menerima BPKB sebagai barang jaminan. Akan tetapi, ketika ingin 
melakukan pinjaman atau pembiayaan dan menjadikan BPKB sebagai barang 
jaminan harus beserta kendaraan bermotor masuk ke dalam pegadaian. Hal 
tersebut diterapkan pegadaian untuk mencegah dan mengatasi risiko pembiayaan 
bermasalah. 
Kemudian ada kasus penyaluran pembiayaan tanpa menggunakan jaminan 
dan tanpa di survey terlebih dahulu karena adanya faktor kepercayaan dari 
keduabelah pihak. ketika anggota tersebut ternyata mengalami masalah yang 
menyebabkan perusahaannya bangkrut. Otomatis pihak anggota tidak mampu 
melakukan angsuran pengembalian pembiayaan. Ibu Yayuk menambahkan 
pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh pembiayaan yang 
menggunakanijazah sebagai barang jaminan,  
“ooh.. lha kalau untuk yang menjaminkan ijazah itu akhirnya juga nuwun 
sewu itulah yang kadang  nggak gagas itu doso opo ora gitu to, yasudah 
ketika mereka menjaminkan ijazah anaknya atau akta kelahiran anaknya, 
dia nggak mbayar hutangnya di BMT, dia akan lapor ke polisi kalau ijazah 
atau aktanya hilang, dia cari lagi. Yasudah, sudah nggak bisa. Kalau kita 
punya ZIS (Zakat, Infak, Shadakah), kita ambilkan dari ZIS gitu” 
(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 07September 
2018). 
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Menurut Ibu Yayuk, ada anggota yang melakukan pembiayaan dengan 
menggunakan ijazah sebagai jaminan. Ketika anggota melakukan wanprestasi 
dengan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pengembalian 
pembiayaan berupa angsuran pada saat jatuh tempo sedangkan ijazah-pun masih 
ditahan oleh pihak BMT. Anggota dapat menyiasatinya dengan cara membuat 
surat kehilangan ijazah kemudian ditujukan kepada pihak berwajib (polisi). 
 Dengan demikian pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
sudah tidak mampu lagi untuk melakukan penanganan terhadap pembiayaan 
bermasalah tersebut. Jika masalah tersebut terjadi, pihak KJKS BMT Annisa’ 
Wanita islam surakarta menutup kekurangan pengembalian pembiayaan anggota 
dengan cara mengambilkan dana dari ZIS (Zakat. Infaq, Shadaqah). 
Selanjutnya, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor 
internal yang menimpa KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu 
kurangnya pengelola BMT. Dengan kurangnya jumlah pengelola di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta dapat menyebabkan menurunnya jumlah anggota 
serta sulitnya untuk melakukan penanganan pembiayaan bermaslah. 
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Maskun, “Nggih, otomasis 
kurang, pengelolane kan yo nggih kurang, paling mundhake paling ora yo mung 
nggur 4. Umpomone pengelolane okeh otomatis yo mubeng ngoten lhe. Golek 
tabungan, golek pembiayaan ngoten, lha petugase mung siji (Ya, otomatis kurang, 
pengelolanya kan juga kurang, paling meningkatnya Cuma 4. Seumpama 
pengelolanya banyak otomatis ya dapat mutar gitu lho. Cari tabungan, cari 
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pembiayaan gitu, lha petugasnya cuma satu)” (wawancara dengan Ibu Maskun, 
Marketing pada tanggal 21Agustus 2018). 
Yang terakhir, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor 
internal yaitu karena kurang tegasnya pengelola KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta dalam melakukan penyehatan terhadap anggota yang mengalami 
pembiayaan bermasalah. Hal ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu 
Maskun, 
“Lha niku marai nggih Bu Yayuk niku wonge mboten tegelan. Dadi kan 
wonten sing jaminke BPKB nggeh mboten disita tetepo nggih nak macet 
tekan sakyahketen. Yen ning sing niki mengke yen pun di urusi ada 
campur tangan babak-bapak niki, memang yo Bu Yayuk salah satunya ya 
ngandalne niku. Mungkin sing niku mangke ajeng di sita. Sing duwe niku 
mpun di kandani” (wawancara dengan Ibu Maskun, Marketing pada 
tanggal 21Agustus 2018). 
“Ya itu karena Ibu Yayuktidak tegaan. Jadi kan ada yang menjaminkan 
BPKB ya tdak disita tetap macet sampai sekarang. Tetapi yang sekarang 
ini nanti kalau sudah di urusi ada campur tangan Bapak-Bapak ini, 
memang Bu Yayuk salah satunya mengandalkan itu. Mungkin yang ini 
akan di sita. Yang punya sudah diberi tahu” (wawancara dengan Ibu 
Maskun, Marketing pada tanggal 21Agustus 2018). 
 
`Menurut Ibu Maskun, Ibu Yayuk selaku manager kurang tegas untuk 
melakukan penyitaan atas barang jaminan ketika anggota sudah tidak lagi 
memiliki potensi untuk melakukan angsuran. Hal ini disebabkan karena Ibu 
Yayuk memiliki rasa kasihan yang tinggi. Ibu Maskun juga memberikan contoh, 
ada anggota yang menjadikan BPKB sebagai jaminan. Ketika anggota tersebut 
sudah macet, barang jaminannya tidak langsung disita. 
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Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ?Kelemahan ini sudah 
disadari oleh pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. Maka dari itu, 
pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta merekrut pegawai laki-laki. 
Hal ini bertujuan untuk menambah ketegasan dalam melakukan penanganan risiko 
pembiayaan bermasalah yang menimpa KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta. 
 Dari uraian di atas, ada dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan 
bermasalah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu dari faktor 
eksternal (pihak anggota) dan faktor internal (pihak pengelola). Faktor-faktor 
pembiayaan bermasalah dari pihak eksternal yaitu diantaranya, penyalahgunaan 
pembiayaan, perusahaan anggota mengalami kebangkrutan, serta barang dagangan 
yang tidak laku. 
Sedangkan faktor-faktor pembiayaan bermasalah dari pihak internal yaitu 
diantaranya KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta kekurangan pengelola, 
kurang telitinya pengelola dalam melakukan analisis jaminan, adanya faktor dari 
pengelola yang semuanya wanita ternyata menyebabkan kurang tegasnya dalam 
melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya sifat 
kelembutan hati dan rasa kasihan yang tinggi yang berakibat tidak kunjung 
selesainya penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
Dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di atas, 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta seharusnya melakukan tindakan 
preventifdengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya 
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pembiayaan bermasalah, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Dengan 
demikian diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya risiko pembiayaan 
bermasalah khususnya pada produk murabahah. 
 
4.4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah 
di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
Sebelumnya telah kita ketahui, bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah 
pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta disebabkan 
oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Agar tidak 
menimbulkan masalah yang dapat merugikan, pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta memiliki strategi pencegahan pembiayaan bermasalah khususnya 
pada akad murabahah.  
Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu diantaranya menggunakan 
barang jaminan. Barang jaminan digunakan oleh pihak KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta sebagai alat penyelesaian terakhir bilamana pihak anggota 
mengalami kemacetan dalam pengembalian pembiayaan. Akan tetapi, pada 
kenyataannya barang jaminan tidak dapat berfungsi secara baik apabila tidak 
diiringi dengan analisis jaminan yang tepat. Seperti yang disampaikan Ibu Yayuk, 
“Ya pencegahan cuma satu itu tok tadi, kalau ada jaminannya, itu aja. 
Jaminan itupun sekarang banyak yang nakal. Kalau dulu kan jaminke 
BPKB itu kan wis wedi banget wong BPKB ne wes nang kono montore 
rak ramungkin di dol, naa.. sekarang orangnya nakal-nakal. Maaf, dalam 
tanda kutip tidak semua, bilang saja ke kantor polisi kalau BPKBnya 
hilang, cari lagi udah gampang. Gitu, iya.. itu termasuk juga. Bahkan ada 
juga peristiwa-peristiwa ketika menjaminkan sertifikat pun bilang-bilang 
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gitu lho, padahal itu sudah di TOK sama notaris pun juga berani bilang 
seperti itu, jadi yo nganu yo wis kan makane bank-bank gedhe yang bukan 
syariah itu kan ngingu tukang pukul tukang apa kolektor-kolektor itu. 
Bahkan bank syariah ada yang memelihara kolektor debkolektor itu” 
(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 07September 
2018). 
 
Ibu Yayuk menjelaskan, bahwa pencegahan pembiayaan bermasalah pada 
akad murabahah yaitu menggunakan jaminan. Akan tetapi, pencegahan 
pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan belum tentu berhasil. Menurut Ibu 
Yayuk, hal ini disebabkan anggota jaman sekarang ini risiko terjadinya 
pembiayaan bermasalah lebih besar daripada anggota jaman dulu.  
Pada zaman dulu, ketika anggota ingin mengajukan pembiayaan dengan 
BPKB sebagai jaminannya, mereka sudah merasa takut untuk telat melakukan 
angsuran kepada pihak BMT. Akan tetapi pada zaman sekarang, pihak anggota 
berani mengambil risiko untuk tidak melakukan angsuran kepada pihak BMT 
pada saat jatuh tempo karena BPKB sudah tidak lagi di anggap sebagai barang 
berharga. Menurut Ibu Yayuk, pihak anggota dapat menyiasatinya dengan 
membuat surat kehilangan BPKB kemudian di tunjukkan kepada pihak berwajib. 
Bahkan ada juga anggota yang menjaminkan sertifikat kepada KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta akan tetapi berani membuat surat kehilangan 
sertifikat, kemudian diajukan kepada pihak berwajib. Padahal sebelumnya sudah 
disaksikan oleh notaris, akan tetapi pihak anggota masih berani melakukan hal 
tersebut. Maka dari itu untuk mencegah masalah tersebut, banyak lembaga  
keuangan bank maupun BMT menyewa kolektor untuk menangani masalah 
tersebut. 
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Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah selanjutnya pada KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu dengan cara tidak menerima lagi barang 
jaminan berupa BPKB, Ijazah, dan akta kelahiran. Selain itu, pihak KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta juga bergabung dengan PBMTI seperti yang 
disampaikan Ibu Yayuk ketika saya mengajukan pertanyaan “Apakah dimasa 
yang akan datang kalau ada yang ingin menjaminkan ijazah atau akta apakah 
masih mau menerima?”,  
“Oh... enggak, udah enggak kita kasih. Terus kita juga anu mas, kita juga 
ada asosiasi namanya, asosiasi PBMTI. PBMTI itu persatuan BMT-BMT 
gitu lho. Kalau Solo ya Solo, kalau Solo Raya ya Solo Raya, itu saling 
memberikan informasi. Jadi misalkan kita dengan BMT Sejahtera gitu. Ini 
lho ada yang mau pengajuan, oh itu sudah begini, jadi dimana-mana sudah 
ketutup sekarang. Karena sekarang memang kondisinya enggak ini apalagi 
sekarang pemerintah menggulirkan di BRI dan di Bank-Bank itu anu opo 
kuwi jenenge KUR itu jadi kita kan wis ga iso bersaing di situ” 
(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 07September 
2018). 
 
Ibu Yayuk menjelaskan bahwa KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta sudah tidak lagi menerima jaminan berupa BPKB, Ijazah, maupun Akta 
Kelahiran. Untuk melakukan pencegahan risiko pembiayaan bermasalah, pihak 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta juga bergabung dengan Asosiasi 
PBMTI (Persatuan Baitul Maal Wat Tamwiil Indonesia) yang berfungsi untuk 
saling tukar informasi antar BMT. 
Ibu Yayuk juga memberikan contoh mengenai fungsi PBMTI. Misalkan 
ada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan pada KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta padahal alamat calon anggota tersebut dekat dengan BMT 
Sejahtera. Maka dari itu, pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
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menghubungi BMT Sejahtera dan menanyakan apakah calon anggota tersebut 
pernah menjadi anggota BMT Sejahtera?. Jika pernah, apakah mengalami 
pembiayaan bermasalah atau tidak?.  
Dengan adanya Asosiasi PBMTI, dapat berfungsi untuk mencegah 
terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menimpa KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta sewaktu-waktu sekaligus juga dapat digunakan 
untuk menganalisis calon anggota baru ketika ingin mengajukan pembiayaan 
kapada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta selanjutnya yaitu dengan memberikan pembiayaan 
mayoritas kepada anggota lama dibanding dengan anggota baru. Karena anggota 
baru memiliki risiko terjadinya pembiayaan bermasalah lebih besar daripada 
anggota lama. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yayuk, 
“Terus-terang hampir BMT se-Jawa Tengah tidak mengeluarkan 
pembiayaan untuk orang baru, karena rentan sekali untuk macetnya. Jadi 
temen-temen se-Solo Raya yang saya tahu itu teman-teman sudah tidak 
mengeluarkan pembiayaan untuk orang baru. Jadi kalau untuk yang sudah 
lama kan nggak usah pakai survey, itu mas. Karena apa, kan survey juga 
harus ada biaya to”(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 
07September 2018). 
 
Menurut Ibu Yayuk, hampir BMT se-Jawa Tengah tidak mengeluarkan 
pembiayaan untuk anggota baru karena rentan sekali terhadap risiko terjadinya 
pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta lebih fokus memberikan pembiayaan kepada anggota lama dibanding 
dengan anggota baru. Mengeluarkan pembiayaan kepada anggota lama juga dapat 
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mempermudah pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta karena tidak 
harus melakukan survey, melainkan hanya menganalisis pembiayaan sebelumnya. 
Selain fokus mengeluarkan pembiayaan kepada anggota lama, KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta juga hanya mengeluarkan pembiayaan kepada 
anggota yang sudah memiliki perusahaan yang sudah berjalan (tidak untuk 
perusahaan yang baru berdiri) dan memiliki laba yang stabil. Hal ini bertujuan 
untuk menghindari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Ibu Yayuk juga 
menambahkan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta, 
“Untuk penanganan pembiayaan bermasalah biasanya kita terbitkan surat 
peringatan satu, dua, tiga. Kalau sudah tiga kali ya sesuai dengan jaminan 
yang ada di kita, itu biasanya kita nego secara kekeluargaan dulu ya, 
jaminan misalkan dia harus jaminke  motor ya motor yang harus kita ambil 
kan gitu. Tapi namanya kita ya syariah ya, kan yo mesakke jadine ya  tapi 
kalau  sudah kebangeten dan itu juga bukan duit kita to itu, itu juga 
duitnya orang ya terpaksa kita jual, kita lego. kalau itu jaminannya 
sertifikat ya kan kita di BMT kan ada teman-teman yang bisa untuk 
melelangkan seperti itu” (wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada 
tanggal 07September 2018). 
 
Ibu Yayuk menjelaskan, bahwa strategi penanganan pembiayaan 
bermasalah pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu dengan cara 
menerbitkan surat peringatan secara bertahap sebanyak tiga kali. Menurut 
Turmudi (2016 : 100), dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syari’ah mengatakan bahwa 
surat peringatan tersebut diberikan kepada anggota pada saat anggota berada pada 
golongan kolektabilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan. 
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Hal tersebut juga diiringi dengan upaya penyehatan pada pembiayaan 
bermasalah dengan R3. Menurut Kalsum dan Rahmi (2017 : 68), R3 merupakan 
suatu langkah strategi untuk melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap 
pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 
anggota yang mengalami kesulitan dala melakukan angsuran lebih mudah untuk 
melakukan pembayaran angsuran kembali. R3 terdiri dari Rescheduling, 
Reconditioning dan Restrukturing. 
Apabila dengan pengiriman surat teguran secara bertahap sebanyak tiga 
kali tidak berhasil untuk menyehatkan anggota yang mengalami pembiayaan 
bermasalah  dan anggota tidak lagi memilki potensi untuk mengembalikan sisa 
pembiayaan, maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh pihak KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
Untuk penjualan jaminan yang akan dilakukan oleh KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 
keduabelah pihak. pihak anggota bisa secara langsung menjual barang jaminan 
dengan persetujuan dari pihak BMT, atau anggota menyerahkan barang jaminan 
untuk dijual oleh BMT dan atau pihak anggota dan BMT sama-sama mencari 
pembeli atas barang jaminan tersebut.  
Jika harga jual barang jaminan tersebut belum mampu untuk melunasi sisa 
angsuran, maka pihak BMT akan menghadapi dua pilihan yaitu sisa angsuran 
yang belum lunas masih di anggap sebagai hutang, dan pihak BMT akan 
mengikhlaskan dengan cara mengambilkan dana dari ZIS bila ada. Dan jika harga 
jual barang jaminan tersebut melebihi dari sisa angsuran yang wajib dilunasi, 
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maka sisa hasil penjualan yang sudah dipotong untuk pelunasan angsuran akan 
dikembalikan kepada anggota. 
Penanganan pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan sesuai dengan 
kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dibagi 
menjadi 5 golongan pembiayaan (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan dan macet). Penanganan pembiayaan lancar dapat dilakukan dengan 
cara pemantauan usaha anggota dan melakukan pembinaan terhadap anggota 
dengan cara melakukan berbagai pelatihan. 
Kemudian untuk penanganan pembiayaan dalam perhatian khusus  
dilakukan dengan cara diadakannya pembinaan terhadap anggota, pemberian surat 
teguran secara bertahab sebanyak tiga kali, mengadakan kunjungan lapangan oleh 
bagian pembiayaan kepada pihak anggota, dan upaya preventif dengan melakukan 
penanganan rescheduling dengan membuat jadwal baru dan reconditioning 
dengan membuat persyaratan baru sesuai dengan kondisi anggota  
Selanjutnya Penanganan pembiayaan kurang lancar yaitu dilakukan 
dengan cara menghubungi lewat telephon, kemudian memberikan surat teguran, 
mengadakan kunjungan lapangan dengan lebih sungguh-sungguh, dan upaya 
melakukan penyehatan dengan cara rescheduling yaitu melakukan penjadwalan 
kembali jangka waktu dalam melakukan angsuran oleh anggota dengan 
memperkecil jumlah angsuran. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan 
reconditioning, yaitu dengan cara memperkecil  margin  keuntungan. 
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Yang terakhir adalah penaganan pembiayaan diragukan atau macet. 
Apabila pembiayaan sudah macet dan anggota sudah tidak ada potensi untuk 
melakukan pelunasan sisa angsuran, pihak BMT akan melakukan tindakan tegas 
dengan melakukan penyelesaian melalui jaminan. Pembiayaan dianggap dalam 
kategori macet adalah pembiayaan bermasalah yang lebih dari 9 bulan.  
Adapun kelemahan-kelemahan KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yaitu 
diantaranya kekurangan pengelola BMT untuk melakukan monitoring serta faktor 
dimana seluruh pegawai BMT adalah wanita yang menyebabkan kurang adanya 
ketegasan dalam melakukan penyehatan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini 
dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan perkembangan KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta kedepannya. 
Dengan demikian, untuk menanggapi pertanyaan apakah penanganan 
pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan dengan akad murabahah di KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta sudah efektif atau belum, Ibu Yayuk selaku 
manager KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta memberikan pernyataan 
bahwa, 
“Tergantung orangnya juga ya, kalau kita sabar gitu dari hati ke hati itu 
bisa, tapi sekarang ini mas di akhir semakin jamannya kesini semakin sulit 
gitu, karena berani perginya. Makanya sekarang ini kita kan hampir se-
Solo Raya ini yang anggota lama saja yang dikasih, jadi untuk anggota 
yang baru tidak dikasih. Apalagi untuk yang anggota baru misalkan 
kantornnya di Nusukan, yang mencari pembiayaan orang Pasar Kliwon 
pasti di sana sudah bermasalah gitu, jadi kita sudah tahu titikannya. 
Apalagi kalau pegawai kan koperasi dan BMT merupakan alternatif 
terakhir, kalau tidak mereka pasti ke Bank atau ke kantor koperasi mereka 
masing-masing. Kalau sampai ke Koperasi luar berarti mereka sudah 
bermasalah. Jadi kita sudah tahu trik-triknya untuk mengatasi mereka-
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mereka”(wawancara dengan Ibu Yayuk, Manager pada tanggal 
07September 2018). 
 
Menurut Ibu Yayuk mengenai keefektifan penanganan pembiayaan 
bermasalah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta tergantung dengan 
pengelolanya. Apabila pengelola bisa sabar untuk melakukan penyehatan 
pembiayaan bermasalah dari hati ke hati pasti bisa ditangani. Akan tetapi, 
sekarang ini semakin sulit untuk melakukan upaya penyehatan pada anggota yang 
mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan sekarang ini anggota tidak takut 
melakukan wanprestasi.  
Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, KJKS 
BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta hanya menyalurkan pembiayaan kepada 
anggota lama. Karena risiko terjadinya pembiayaan bermasalah lebih kecil 
dibanding dengan anggota baru. Selain itu KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta juga sudah mempelajari trik-trik anggota yang berpotensi untuk 
melakukan pembiayaan bermasalah. 
Misalkan ada anggota baru yang berlokasi di Pasar Kliwon mengajukan 
pembiayaan di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yang berlokasi di 
Nusukan. Dapat diambil kesimpulan, bahwa anggota baru tersebut sudah 
melakukan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan di dekat lokasinya. 
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4.5. Pembahasan  
Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan yang paling 
dominan di semua lembaga keuangan syari’ah, termasuk di KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta. Anggota lebih condong memilih pembiayaan 
menggunakan akad murabahah dibanding dengan akad pembiayaan lain 
dikarenakan lebih mudah diperoleh dan aman.  
Setelah penulis melakukan pengamatan atas pelaksanaan pembiayaan 
dengan akad murabahah di lapangan dan mengumpulkan data yang diperoleh 
melalui wawancacra, dokumentasi, dan observasi di KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta, maka penulis melakukan analisis terkait praktik pembiayaan 
bermasalah dengan akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta. 
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Yayuk, bahwasanya pembiayaan 
murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta menggunakan sistem 
wakalah yaitu pihak BMT memberi dana kepada anggota untuk dijadikannya 
modal usaha (anggota membeli barang kebutuhan sendiri) harus dilakukan dengan 
jujur dan transparan dan kerelaan antara keduabelah pihak. 
Pada dasarnya, hal ini yang menjadikan pembiayaan dengan akad 
murabahah itu sah secara logis karena adanya kerelaan antara pihak BMT yang 
melakukan penyaluran pembiayaan dan pihak anggota yang mengelola modal dan 
bersungguh-sungguh ingin mengembalikan pembiayaan kepada pihak BMT. 
Disamping itu, untuk sah secara legal harus sesuai dengan ketentuan syari’ah yang 
berlaku. 
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4.5.1. Analisis Mekanisme Pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah 
Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
Dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon anggota, KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta memiliki mekanisme sesuai dengan SOP yang 
berlaku. Mekanisme pembiayaan di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
sama seperti mekanisme pembiayaan yang diterapkan di berbagai BMT secara 
umum.  
Mekanisme pembiayaan di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
yaitu yang pertama calon anggota mengisi formulir pengajuan dan melengkapi 
persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu, pihak BMT melakukan kunjungan 
survey anggota, melakukan wawancara kepada anggota dan pihak-pihak yang 
terkait, melakukan investigasi dan mengumpulkan data-data serta melakukan 
penilaian terhadap jaminan pembiayaan. Jika hasil survey memiliki nilai positif, 
maka dapat dilakukan realisasi pembiayaan. 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dalam memberi pembiayaan 
kepada anggota baru dilakukan secara bertahap karena rentan sekali terjadinya 
pembiayaan bermasalah. Bila ada yang mereferensikan dapat melakukan 
pengajuan pembiayaan yang lebih besar. Menurut KJKS BMT Annisa Wanita 
Islam Surakarta, banyak atau sedikitnya pengajuan pembiayaan  itu relatif karena 
BMT memang untuk mereka yang berada pada golongan mikro menengah ke 
bawah. 
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Menurut Ibu Yayuk selaku Manager KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta, hampir seluruh BMT se-Solo Raya tidak mengeluarkan pembiayaan 
kepada anggota baru melainkan fokus menyalurkan pembiayaan kepada anggota 
lama. Hal itu juga berlaku pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
Dengan demikian, pihak BMT tidak perlu melakukan kunjungan survey anggota 
melainkan hanya menganalisa tingkat kesehatan pembiayaan anggota sebelumnya. 
Alasan pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta tidak ingin 
melakukan survey yaitu karena kekurangan pengelola dan kegiatan survey sendiri 
juga memerlukan tambahan biaya. Jika hal ini tidak diantisipasi, akan 
menyebabkan pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta tidak dapat 
berkembang dengan cepat. Maka dari itu, pihak BMT harus menambah pengelola 
untuk memperlancar kegiatan penyaluran pembiayaan kepada pihak anggota. 
 
4.5.2. Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk 
Murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
Ketidakmampuan peminjam dana untuk membayar angsuran akan 
menyebabkan terjadinyapembiayaan bermasalah. Hal ini perlu diantisipasi oleh 
pihak BMT dengan cara menganalisis penyebab terjadinya masalah, melakukan 
pendampingan, dan menggali potensi anggota, dilakukan perbaikan akad 
(remidial)penundaan pembayaran biaya kewajiban, pihak BMT memberikan 
pinjaman ulang, serta memperkecil margin keuntungan atas bagi hasil. 
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Menurut Muhammad (2005 : 311), analisa sebab-sebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah ada dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. 
Aspek internal yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya 
kesalahan dari manajemen pihak bank syariah atau BMT. Misalnya pihak 
peminjam tidak mampu mengelola usahanya, manajemen dari pihak bank syariah 
atau BMT kurang baik, laporan keuangan yang kurang lengkap, dan dana yang 
disalurkan kepada peminjam tidak cukup untuk menjalankan usahanya. 
Sedangkan aspek eksternal yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah 
dikarenakan masalah yang menimpa kepada anggota seperti rendahnya daya beli 
masyarakat, pasar kurang mendukung, adanya kendala dari kebijakan pemerintah, 
serta pihak anggota melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan dana 
pembiayaan yang disalurkan untuk usahanya. 
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dipengaruhi oleh dua aspek yaitu 
aspek internal (dari dalam BMT) dan aspek eksternal (dari anggota). Penyebab 
terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor internal yaitu, kurangnya pengelola, 
kurang telitinya pengelola dalam melakukan analisis jaminan, pengelola yang 
semuanya wanita dapat mempengaruhi ketegasan dalam melakukan penyehatan 
pembiayaan bermasalah. 
Sedangkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor 
eksternal yaitu diantaranya terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh 
pihak anggota, usaha anggota mengalami kebangkrutan, barang dagangan anggota 
tidak laku serta anggota tidak memiliki niat untuk melakukan pengembalian 
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pembiayaan berupa angsuran kepada pihak KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta. 
Dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di atas, 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta seharusnya melakukan tindakan 
preventif dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dengan demikian 
diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah 
khususnya pada produk murabahah. 
Sejauh ini upaya KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dalam 
mengantisipasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya 
pembiayaan pada akad murabahah cukup baik. KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta mengantisipasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah selain 
menggunakan jaminan sebagaimana umummnya,  juga dengan cara memberikan 
pembiayaan hanya kepada anggota lama, sedangkan untuk anggota baru tidak 
diberikan pembiayaan kecuali ada yang merekomendasi dari anggota yang lancar. 
Selain itu, untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta bergabung dengan asosiasi PBMTI (Perhimpunan 
Baitul Maal Wat Tamwiil Indonesia) dimana PBMTI berfungsi sebagai suatu 
wadah untuk saling tukar informasi untuk perkembangan BMT dan juga untuk 
mendapatkan informasi tentang calon anggota apakah bermasalah atau tidak. 
Untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta memprioritaskan pembiayaan yang bersifat produktif, dan 
diutamakan bagi usaha-usaha yang telah berjalan, serta bersedia mengembalikan 
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kewajiban dengan angsuran atau cicilan secara mingguan, dwi mingguan, atau 
bulanan (Profil KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta). 
Pada saat ini, KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta hanya 
menerima pengajuan pembiayaan sebesar 5 juta ke bawah. Hal ini dikarenakan 
risiko pembiayaan bermasalah yang lebih kecil dibanding dengan pembiayaan 5 
juta keatas. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mayoritas pembiayaan 
bermasalah terjadi pada pembiayaan 5 juta keatas. Hal ini disebabkan karena 
kurang tepatnya dalam menganalisis jaminan dan kurang tegasnya pihak BMT 
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. 
 
4.5.3. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Khususnya Pada Akad 
Murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
Kegiatan operasional KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dalam 
kegiatannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui 
pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk bagi hasil atau margin. 
Pendapatan tersebut dapat dijadikan sebagai roda penggerak bagi kelangsungan 
hidup KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
Dalam aktivitas penyaluran pembiayaan menggunakan akad 
murabahahtentu tidak lepas dari berbagai risiko pembiayaan bermasalah. Untuk 
melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam surakarta melakukan upaya yang tepat dengan pemberian surat 
peringatan administratif dan pencarian solusi melalui pendekatan-pendekatan 
secara efektif dan musyawarah. 
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Ibu Yayuk menjelaskan, bahwa strategi penanganan pembiayaan 
bermasalah pada KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta yaitu dengan cara 
menerbitkan surat peringatan secara bertahap sebanyak tiga kali. Menurut 
Turmudi (2016 : 100), dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Penyelesaian 
Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syari’ah mengatakan bahwa 
surat peringatan tersebut diberikan kepada anggota pada saat anggota berada pada 
golongan kolektabilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan. 
Hal tersebut juga diiringi dengan upaya penyehatan pada pembiayaan 
bermasalah dengan R3. Menurut Kalsum dan Rahmi (2017 : 68), R3 merupakan 
suatu langkah strategi untuk melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap 
pembiayaan murabahah bermasalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 
anggota yang mengalami kesulitan dala melakukan angsuran lebih mudah untuk 
melakukan pembayaran angsuran kembali. R3 terdiri dari Rescheduling, 
Reconditioning dan Restrukturing. 
Apabila dengan pengiriman surat teguran secara bertahap sebanyak tiga 
kali tidak berhasil untuk menyehatkan anggota yang mengalami pembiayaan 
bermasalah  dan anggota tidak lagi memilki potensi untuk mengembalikan sisa 
pembiayaan, maka akan dilakukan penyitaan jaminan oleh pihak KJKS BMT 
Annisa’ Wanita Islam Surakarta. 
Untuk penjualan jaminan yang akan dilakukan oleh KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh 
keduabelah pihak. pihak anggota bisa secara langsung menjual barang jaminan 
dengan persetujuan dari pihak BMT, atau anggota menyerahkan barang jaminan 
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untuk dijual oleh BMT dan atau pihak anggota dan BMT sama-sama mencari 
pembeli atas barang jaminan tersebut.  
Jika harga jual barang jaminan tersebut belum mampu untuk melunasi sisa 
angsuran, maka pihak BMT akan menghadapi dua pilihan yaitu sisa angsuran 
yang belum lunas masih di anggap sebagai hutang, dan pihak BMT akan 
mengikhlaskan dengan cara mengambilkan dana dari ZIS bila ada. Dan jika harga 
jual barang jaminan tersebut melebihi dari sisa angsuran yang wajib dilunasi, 
maka sisa hasil penjualan yang sudah dipotong untuk pelunasan angsuran akan 
dikembalikan kepada anggota. 
Penanganan pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan sesuai dengan 
kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dibagi 
menjadi 5 golongan pembiayaan (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan dan macet). Penanganan pembiayaan lancar dapat dilakukan dengan 
cara pemantauan usaha anggota dan melakukan pembinaan terhadap anggota 
dengan cara melakukan berbagai pelatihan. 
Kemudian untuk penanganan pembiayaan dalam perhatian khusus  
dilakukan dengan cara diadakannya pembinaan terhadap anggota, pemberian surat 
teguran secara bertahab sebanyak tiga kali, mengadakan kunjungan lapangan oleh 
bagian pembiayaan kepada pihak anggota, dan upaya preventif dengan melakukan 
penanganan rescheduling dengan membuat jadwal baru dan reconditioning 
dengan membuat persyaratan baru sesuai dengan kondisi anggota  
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Selanjutnya Penanganan pembiayaan kurang lancar yaitu dilakukan 
dengan cara menghubungi lewat telephon, kemudian memberikan surat teguran, 
mengadakan kunjungan lapangan dengan lebih sungguh-sungguh, dan upaya 
melakukan penyehatan dengan cara rescheduling yaitu melakukan penjadwalan 
kembali jangka waktu dalam melakukan angsuran oleh anggota dengan 
memperkecil jumlah angsuran. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan 
reconditioning, yaitu dengan cara memperkecil  margin  keuntungan. 
Yang terakhir adalah penaganan pembiayaan diragukan atau macet. 
Apabila pembiayaan sudah macet dan anggota sudah tidak ada potensi untuk 
melakukan pelunasan sisa angsuran, pihak BMT akan melakukan tindakan tegas 
dengan melakukan penyelesaian melalui jaminan. Pembiayaan dianggap dalam 
kategori macet adalah pembiayaan bermasalah yang lebih dari 9 bulan.  
Adapun kelemahan-kelemahan KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yaitu 
diantaranya kekurangan pengelola BMT untuk melakukan monitoring serta faktor 
dimana seluruh pegawai BMT adalah wanita yang menyebabkan kurang adanya 
ketegasan dalam melakukan penyehatan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini 
dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan perkembangan KJKS BMT Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta kedepannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian tentang analisis penanganan pembiayaan 
bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
dapat diambil kesimpulan bahwa : 
1. Mekanisme pembiayaan di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
yaitu : 
a. Calon anggota mengisi formulir pengajuan dan melengkapi 
persyaratan yang telah ditentukan; 
b. Pihak BMT melakukan kunjungan survey anggota; 
c. Melakukan wawancara kepada anggota dan pihak-pihak yang 
terkait; 
d. Melakukan investigasi dan mengumpulkan data-data serta 
melakukan penilaian terhadap jaminan pembiayaan; 
e. Jika hasil survey memiliki nilai positif, maka dapat dilakukan 
realisasi pembiayaan. 
KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dalam memberi pembiayaan 
kepada anggota baru dilakukan secara bertahap karena rentan sekali 
terjadinya pembiayaan bermasalah. Bila ada yang mereferensikan dapat 
melakukan pengajuan pembiayaan yang lebih besar. Menurut KJKS BMT 
Annisa Wanita Islam Surakarta, banyak atau sedikitnya pengajuan 
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pembiayaan  itu relatif karena BMT memang untuk mereka yang berada 
pada golongan mikro menengah ke bawah. 
2. Pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang terjadi di Koperasi 
Jasa Keuangan Syari’ah Baitul Maal Wat Tamwiil Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal (dari dalam) 
dan faktor eksternal (dari luar) 
 a. Faktor Internal 
a) Kurangnya pengelolan BMT; 
b) Kurang telitinya pengelola BMT dalam melakukan analisis 
jaminan pembiayaan; 
c) Pengelola yang semuanya wanita dapat menyebabkan kurang 
tegasnya dalam melakukan upaya penanganan pembiayaan 
bermasalah. 
b. Faktor Eksternal 
a) Anggota melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan; 
b) Perusahaan anggota mengalami kebangkrutan; 
c) Barang dagangan tidak  laku. 
3. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta melakukan upaya yang tepat dengan pemberian surat 
peringatan administratif sebanyak tiga kali secara bertahap dan pencarian 
solusi melalui pendekatan-pendekatan secara efektif dan musyawarah. 
Solusi-solusi tersebut diantaranya yaitu dengan rescheduling (penjadwalan 
ulang), reconditioning (persyaratan ulang) dan penyitaan barang jaminan. 
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5.2. Saran-Saran 
setelah penulis melakukan penelitian di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta, selanjutnya penulis ingin menyampaikan saran yang membangun untuk 
KJKS BMT Annnisa’ Wanita Islam Surakarta kedepannya. Hal ini dimaksudkan 
agar KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta dapat berkembang lebih baik 
dari yang sekarang. Saran ini juga berguna bagi penulis sendiri untuk penambahan 
wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dikemudian hari. Adapun 
saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu diantaranya 
1. Dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon anggota, hendaknya 
melakukan analisis pembiayaan dengan lebih teliti lagi serta lebih hati-hati 
dalam melakukan analisis tentang jaminan karna jaminan adalah salah satu 
alat untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. 
2. KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam membutuhkan pengelola yang teliti dan 
terampil, dan tegas khususnya pengelola dengan jenis kelamin laki-laki. 
Hal ini bertujuan untuk menutupi kekurangan KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta yaitu kurang tegasnya dalam melakukan penanganan 
pembiayaan bermasalah karena semua pengelola di kjks bmt Annisa’ 
Wanita Islam Surakarta adalah perempuan. 
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  Lampiran 1 
Pedoman Wawancara Untuk Menggali Informasi dari Ibu Yayuk Selaku 
Manager KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
   
Pertanyaan Untuk Ibu Yayuk Selaku Manager KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta 
1. Bagaimana gambaran secara keseluruhan mengenai proses pengambilan 
pembiayaan murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada 
akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ? 
3. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ? 
4. Apa upaya pencegahan yang dilakukan KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta untuk mengantisipasi atau meminimalisir pembiayaan 
bermasalah pada akad murabahah ? 
5. Apakah upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk 
murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta sudah efektif ? 
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Lampiran 2  
Pedoman Wawancara Untuk Menggali Informasi dari Ibu Maskun Selaku 
Marketing KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta 
 
Pertanyaan Untuk Ibu Yayuk Selaku Manager KJKS BMT Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta 
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada 
akad murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ? 
2. adakah contoh pembiayaan bermasalah yang berhubungan dengan jaminan 
di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ?, jika ada, apa saja ? 
3. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta ? 
4. apakah anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan dilakukan survey 
terlebih dahulu ? 
5. bagaimana proses analisis jaminan di KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam 
Surakarta ? 
6. KJKS BMT Annisa’ Wanita Islam Surakarta melakukan penyitaan barang 
jaminan ketika anggota telat melakukan angsuran berapa bulan ? 
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Lampiran 3 
Wawancara dengan Pihak Manager 
 
No. 
Tanggal 
Wawancara 
Nama 
Responden 
Profesi 
Pedoman 
Pertanyaan 
Isi Wawancara 
1. 07 September 
2018 (13 : 20) 
Ibu Yayuk Manager Bagaimana 
gambaran secara 
keseluruhan 
mengenai proses 
pengambilan 
pembiayaan 
murabahah di 
KJKS BMT 
Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta ? 
Ya kita diawal itu kan anu 
mereka mengisi formulir 
pengajuan, setelah mereka 
mengisi formulir pengajuan 
mereka kita survey, setelah 
kita survey hasilnya seperti 
apa positif atau negatif. 
Kalau positif ya tentu kita 
ada anunya mas, ada yang 
mereferensi juga. Kalau 
untuk awal itu biasanya 
kita memang mulainya dari 
sedikit gitu tapi kalau ada 
yang mereferensi kita bisa 
agak banyak. Agak banyak 
dan enggaknya itupun juga 
relatif ya karna kita BMT 
memang untuk yang 
menengah ke bawah bukan 
menengah ke atas. Yasudah 
itu tok. Terus nanti ketika 
kita sudah terima kita bikin 
kesepakatan untuk bagi 
hasilnya. Untuk bagi 
hasilnya kita tanya ke 
mereka misalnya untuk beli 
apa, untuk belanja 
katakanlah untuk kelontong 
ya misalkan gula sekilo 
berapa, kamu dapatnya 
berapa dan sebagainya . 
nah kalau misalkan kamu 
belanja 1 juta itu biasa 
dapet hasil berapa?... ya 
gitu-gitu mas. Nanti kita 
minta deal sekian 
persennya boleh atau tidak 
bisa atau tidak gitu. Setiap 
saat kita mau memberikan 
dan boso jowo nganyarke 
gitu lho, sudah pinjam 
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pinjam lagi itu boso 
jowone nganyarke itupun 
kita ambil kesepakatan lagi 
sesuai standar SOP. 
2.    Faktor-faktor apa 
saja yang 
menyebabkan 
pembiayaan 
bermasalah pada 
produk murabahah 
di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta ? 
 
 
 
 
Biasanya karena 
penyalahgunaan 
pembiayaan, kan kita 
kebiasaan itu tidak 100%, 
kebiasaan kita kan 
pakainya wakalah, jadi dia 
kita kasih uang kemudian 
dia belanja. Biasanya itu 
penyalahgunaan, misalkan 
kita cek bener dia sudah 
belanja tapi kan payune iku 
dinggo kebutuhan keluarga 
bisa terjadi, terus bisa juga 
pasar sekarang semakin 
hari tidak semakin ramai, 
tapi pasar sekarang anu 
mas sekarang pasar sepi 
sedangkan daya beli itu 
luar biasa. Mereka kadang 
belanja tapi tidak habis, 
akhirnya barang 
dagangannya bosok  busuk. 
Kalau orang-orang yang 
jual makanan itu mbien-
mbien jam 4 habis, 
sekarang bisa sampai jam 
8. Nah, otomatiskan bisa 
mempengaruhi pendapatan. 
Kadang juga makanan 
yang sekarang nggak laku 
besok di masak kan juga 
rasa sudah beda. Pokoknya 
daya beli sekarang ini luar 
biasa. Apalagi kemarin 
dolar sampai 15 ribu itu 
paginya itu neng pasar-
pasar tradisional itu opo-
opo mundak. Nek emak-
emak itu blonjo gowo duet 
50 ribu itu wes ra entuk 
opo-opo. Itu, itu sing 
kebanyakan mempengaruhi 
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banget. 
3.    Apakah pihak 
BMT melakukan 
survey kepada 
calon anggota yang 
melakukan 
pembiayaan? 
Terus-terang hampir BMT 
se-Jawa Tengah tidak 
mengeluarkan pembiayaan 
untuk orang baru, karena 
rentan sekali untuk 
macetnya. Jadi temen-
temen se Solo Raya yang 
saya tahu itu teman-teman 
sudah tidak mengeluarkan 
pembiayaan untuk orang 
baru. Jadi kalau untuk yang 
sudah lama kan nggak usah 
pakai survey, itu mas. 
Karna apa, kan survey juga 
harus ada biaya to. 
4.    Bagaimana upaya 
penanganan yang 
dilakukan KJKS 
BMT Annisa’ 
Wanita Islam 
Surakarta bila 
terjadi pembiayaan 
bermasalah pada 
produk 
murabahah? 
Untuk penanganan 
pembiayaan bermasalah 
biasanya kita terbitkan 
surat peringatan satu, dua, 
tiga. Kalau sudah tiga kali 
ya sesuai dengan jaminan 
yang ada di kita, itu 
biasanya kita nego secara 
kekeluargaan dulu ya, 
jaminan misalkan dia harus 
jaminke  motor ya motor 
yang harus kita ambil kan 
gitu. Tapi namanya kita ya 
syariah ya, kan yo mesakke 
jadine ya  tapi kalau  sudah 
kebangeten dan itu juga 
bukan duit kita to itu, itu 
juga duitnya orang ya 
terpaksa kita jual, kita lego. 
kalau itu jaminannya 
sertifikat ya kan kita di 
BMT kan ada teman-teman 
yang bisa untuk 
melelangkan seperti itu. 
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5.    Katanya Bu 
Maskun ada yang 
menjaminkan 
ijazah ? 
 
 
 
 
ooh.. lha kalau untuk yang 
menjaminkan ijazah itu 
akhirnya juga nuwun sewu 
itulah yang kadang  nggak 
gagas itu doso opo ora gitu 
to, yasudah ketika mereka 
menjaminkan ijazah 
anaknya atau akta 
kelahiran anaknya, dia 
nggak mbayar hutangnya 
di BMT, dia akan lapor ke 
polisi kalau ijazah atau 
aktanya hilang, dia cari 
lagi. Yasudah, sudah nggak 
bisa. Kalau kita punya ZIS. 
Zakat Infak Sodakoh, kita 
ambilkan dari ZIS gitu. 
6.    Apakah dimasa 
yang akan datang 
kalau ada yang 
ingin menjaminkan 
ijazah atau akta 
apakah masih mau 
menerima? 
Oh... enggak, udah enggak 
kita kasih. Terus kita juga 
anu mas, kita juga ada 
asosiasi namanya, asosiasi 
PBMTI. PBMTI itu 
persatuan BMT-BMT gitu 
lho. Kalau Solo ya Solo, 
kalau Solo Raya ya Solo 
Raya, itu saling 
memberikan informasi. 
Jadi misalkan kita dengan 
BMT Sejahtera gitu. Ini lho 
ada yang mau pengajuan, 
oh itu sudah begini, jadi 
dimana-mana sudah 
ketutup sekarang. Karena 
sekarang memang 
kondisinya enggak ini 
apalagi sekarang 
pemerintah menggulirkan 
di BRI dan di Bank-Bank 
itu anu opo kuwi jenenge 
KUR itu jadi kita kan wis 
ga iso bersaing di situ. 
7.    Katanya Bu 
Maskun ada yang 
melakukan 
pembiayaan sampai 
bertahun-tahun? 
Iya, bertahun-tahun nggak 
ini, diparani tibake wis 
pergi, rumahnya ternyata 
sudah di jual, dulu katanya 
itu rumahnya ternyata dia 
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mondok dan sebagainya 
gitu. 
8.    Apakah tidak 
menahan sertifikat? 
 
 
 
 
 
 
Kan pada saat itu 
jaminannya bukan 
sertifikat, jaminannya 
mereka kan BPKB. 
BPKBnya masih, banyak 
mas, BPKB itu numpuk 
banyak tapi itu orangnya 
nggak pada ada, motornya 
yo ra ono, gitu. Makane 
saiki pegadaian-pegadaian 
itu kan nggak cuma nerima 
BPKB, motornya, 
mobilnya harus masuk. Iya 
itu kenapa, kalau dulu kan 
enggak. Bank-bank itu kan 
dulu juga cuma BPKB, 
kalau sekarang kalau mau 
pinjam ya sak mobile 
masuk. Kalau enggak 
kayak gitu nanti bisa diluar 
bilang hilang sudah cari 
lagi kan gampang. 
Bayarnya tidak sesuai 
dengan jumlah pinjaman 
itu. Katakanlah cari BPKB 
1 juta misalkan, lha 
pinjamannya 5 juta kan 
dekne sih bathi 4 juta. 
9.    Katanya Ibu 
Makun sekarang ini 
lebih fokus 
menerima 
pembiayaan 5 juta 
ke bawah daripada 
5 juta ke atas, 
apakah benar? 
Iya, karena risikonya 
gedhe. 
10.    Apa upaya 
pencegahan yang 
dilakukan KJKS 
BMT Annisa’ 
Wanita Islam 
Surakarta untuk 
mengantisipasi atau 
meminimalisir 
Ya pencegahan cuma satu 
itu tok tadi, kalau ada 
jaminannya, itu aja. 
Jaminan itupun sekarang 
banyak yang nakal. Kalau 
dulu kan jaminke BPKB itu 
kan wis wedi banget wong 
BPKB ne wes nang kono 
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pembiayaan 
bermasalah pada 
produk murabahah 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
montore rak ramungkin di 
dol, naa.. sekarang 
orangnya nakal-nakal. 
Maaf, dalam tanda kutip 
tidak semua, bilang saja ke 
kantor polisi kalau 
BPKBnya hilang, cari lagi 
udah gampang. Gitu, iya.. 
itu termasuk juga. Bahkan 
ada juga peristiwa-
peristiwa ketika 
menjaminkan sertifikat pun 
bilang-bilang gitu lho, 
padahal itu sudah di TOK 
sama notaris pun juga 
berani bilang seperti itu, 
jadi yo nganu yo wis kan 
makane bank-bank gedhe 
yang bukan syariah itu kan 
ngingu tukang pukul 
tukang apa kolektor-
kolektor itu. Bahkan bank 
syariah ada yang 
memelihara kolektor 
debkolektor itu. 
11. 
 
   Apakah upaya 
penanganan 
pembiayaan 
bermasalah pada 
produk murabahah 
di KJKS BMT 
Annisa’ Wanita 
Islam Surakarta 
sudah efektif ? 
 
Tergantung orangnya juga 
ya, kalau kita sabar gitu 
dari hati ke hati itu bisa, 
tapi sekarang ini mas di 
akhir semakin jamannya 
kesini semakin angel gitu, 
karena wani lungone. 
Makanya sekarang ini kita 
kan hampir se-Solo Raya 
ini sing lawas tok sing di 
ke i, jadi untuk yang anyar-
anyar biasane nek anyar-
anyar apalagi misalkan di 
nusukan to kantore, lha 
yang yang nyari orang 
Pasar Kliwon pasti di sana 
sudah bermasalah gitu, jadi 
kita sudah tahu titikannya. 
Apalagi kalau pegawai. 
Pegawai itu kan koperasi 
dan BMT merupakan 
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alternatif terakhir, kalau 
tidak mereka pasti ke Bank 
atau ke kantor koperasi 
mereka masing-masing. 
Kalau sampai ke Koperasi 
luar berarti mereka sudah 
bermasalah. Jadi kita sudah 
tahu trik-triknya untuk 
mengatasi mereka-mereka. 
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Lampiran 4 
Wawancara dengan Marketing  
 
No. 
Tanggal 
Wawancara 
Nama 
Responde
n 
Profesi Pedoman Pertanyaan Isi Wawancara 
1. 21 Agustus 
2018 (14 : 48) 
Bu 
Maskun 
Marketing  Niki kawit awal 
nasabahe estri danten 
nopo wonten sing jaler 
nggihan? 
wonten, kawit awal 
wonten sing cowo. Dadi 
untuk nasabah cowok 
nggih kathah. 
2. 
   
Ketingale nasabahe 
mengalami penurunan 
nggih, di tahun 2014 
nasabahe sampai 800 
lebih tapi sak niki 
tinggal 789 anggota? 
 
 
 
Nggih, otomasis 
kurang, pengelolane kan 
yo nggih kurang, paling 
mundhake paling ora yo 
mung nggur 4. 
Umpomone pengelolane 
okeh otomatis yo 
mubeng ngoten lhe. 
Golek tabungan, golek 
pembiayaan ngoten. 
Lha petugase mung siji. 
3. 
   
Sing melakukan 
pembiayaan 
murabahah lewat 
jenengan maksimal 
pinten? 
Maksimal 5 juta, niku 
nutukne tinggalane 
ndisik, dadi mpun 
melakukan pembiayaan 
berulang kali. 
4. 
   
Lha niki jenengan 
wonten rencange to 
niki? 
Enten, tapi udah keluar, 
tapi ini ada yang mau 
menggantikan suk 
tumut sukmben niku 
lhe. Tapi tekone nggeh 
paling sesasi teko pisan. 
Marakke nggeh anu 
dekne tesih menjadi 
pegawai INKOPSA 
dadi mrikine niku 
paling sesasi pisan dadi 
kan sakniki sing 
tabungan inggal urusane 
kaleh mriku. 
5.    Teng mriki wonten 
contoh masalah sing 
berhubungan kalih 
jaminan? 
Teng mriki kathah mas 
sing jaminke ngangge 
akta, dugi seprene 
mboten di pendhet, 
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kemungkinan saget 
damel akta melih. Lha 
ndisik niku nggih, 
wonten sing minjam 15 
juta niku ming ngangge 
BPKB kendaraan lawas 
ngoteniku, nggih akhire 
nyaure yo sak penake 
dewe, di jaluk wong sok 
okeh orane ngekeine 
gur ngekekine kan 
mboten sepadan kudune 
ki ngekeine sakmene, 
engko ngekekine gur 
sakmene ngoteniku. 
Sing dhisik-dhisik kan 
ngambile dho 20 juta, 
15 juta. Ning marai anu, 
mriki niki sok-sok i 
buyayuk niku jiwane 
kasihan,jiwane mboten 
tegonan. Niku wonten 
saking BMT At-Taubah 
niku mesakne meleh, 
niku ndisik mendhet 
pembiayaan mboten di 
survey, mboten ngangge 
jaminan padahal 
njikuke nganti atus-
atusan juta sak niki wis 
ra jalan dadi otomatis 
sing ngelola nggih 
tombok omah tombok 
nopo-nopo ngge nyaur. 
Wonge kan sok-sok 
nggeh mriki, sing 
marketinge crito 
masalah anuanuanu. 
Nggeh kan mriku 
walikan kalih mriki. 
Mriko penguruse 
sekedik, tapi 
pengelolane akeh, nek 
mriki kan penguruse 
katah, pengelolane sing 
sitik. Lha niku dadi 
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nopo2 di tanggung kono 
dewe niku. 
 
6.    Teng mriki sebagian 
besar penyebab 
terjadinya pembiayaan 
bermasalah niku nopo? 
Masalahe nggeh niku, 
lha sak niki nggih wong 
nikui i sing pembiayaan 
sing macet-macet niku 
justru sing membiayai 
wong ndisik-ndisik 
lewat pengelola sing 
riyin-riyin. insyaAlloh 
sing kulo ngeteniki 
malah justru lancar. 
Riyin sing disik disik 
niku malah katah sing 
macet. Dadi kan 
penguruse wes dho 
metu to, dadi kulo niki 
entuk tinggalan. Dadi 
yen sing lewat kulo 
tesih kulo jaluki terus, 
tapi sing lewat ndisik-
ndisik kan sak penake 
dewe. Dadi yen ora 
ngekei nggeh kulo 
yowislah kulo nggih 
ngoten.enek sing teng 
mriki niki minjam 30 
juta niku, tapi yo 
mesakne usahane 
bangkrut padahal kan 
uange mriki kan sing di 
pinjamne kan bukan 
uang BMT. Maksute 
ngeten, mriki kan juga 
pinjam di luar, lha 
padahal pinjam di 
luarpun kan kita yen 
telat niku kan juga anu. 
Mriki kan entuk 
tanggungan dadikan 
luih okeh meleh ngoten 
lhe, lha padahal mriki 
jane yen ngono ora 
tegel, tapi ya bagaimana 
lagi. Pokoke tinggalane 
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sing ndisik niku banyak 
yang bermasalah, 
karena kan wes dho 
metu pegawainya 
7.    Biasane jaminan niku 
saget di sita niku 
anggota telat 
mengangsur dalam 
jangka waktu pinten 
bulan ? 
 
Lha niku marai nggih 
Bu yayuk niku wonge 
mboten tegelan. Dadi 
kan wonten sing 
jaminke BPKB nggeh 
mboten disita tetepo 
nggih nak macet tekan 
sakyahketen. Yen ning 
sing niki mengke yen 
pun di urusi ada campur 
tangan babak-bapak 
niki, memang yo Bu 
Yayuk salah satunya ya 
ngandalne niku. 
Mungkin sing niku 
mangke ajeng di sita. 
Sing duwe niku mpun 
di kandani. 
8.    Kebanyakan 
pembiayaan macet 
teng mriki telat 
ngangsur pinten tahun? 
Macete pun sue nggihan 
og. Setahun punjul no. 
Wong seharuse sebulan 
niku ngasih berapa niku 
paling ngasihe mboten 
full. 
9.    Biasanya kan menawi 
macet lebih dari 270 
hari kan mpun wajib di 
sita jaminanipun, 
menawi teng mriki 
pripun? 
 
 
 
Nggeh, tapikan Bu 
Yayuk dewe kan ra 
tego, niki kan terus 
wonten campur tangan 
bapak-bapak niku 
mungkin niku nanti 
yang menyelesaikan 
bapak-bapak kan luih 
tegas. Kan nopomeleh 
sing ngurusi niku 
wonten campur tangan 
saking INKOPSA niku 
dadi kan lebih anu 
meleh. Sing ndisik-
ndisik wong ngoteniko 
dadi kulo dewe yo yora 
ngerti jarene Bu Yayuk 
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wonge wes mungkin 
nggeh wonge opo wes 
metu terus jaluki dewe 
yo rareti kulo dewe. 
Ning alhamdulillah sing 
lewat saya insyaAllah 
semuanya lancar Cuma 
nggih paling siji, loro, 
marai wonge mpun 
pindah ngoteniko. Nek 
teng kulo niku lancar, 
marakne pinjemane 
mboten okeh-okeh. 
Enten sing wis ndisik 
utange kathah tapi karna 
dia itu kesadaran 
mungkin yo anu terus 
nglunasi mriki nggeh 
enten, tapi nggih enten 
sing mpun pinten tahun 
niku mpun ndisik mpun 
5 tahun ada ngerti-
ngerti wonge moro 
pokoke nglunasi 
maksute di etung anune 
tok ngoten lhe ndak 
mau pake anu, nggeh 
mboten nopo-nopo sing 
penting duit lunas nggih 
wonten sing ngoteniku. 
Dadi yo wes kathah 
nggihan sing ndisik 
macet-macet ngerti-
ngerti moro mriki. 
Wonten sing ndisik 
sertifikat niku 5 juta  di 
lebokkke nggeh, 
nanging kulo dereng 
teng mriki nganti kapan 
niko nembe di pendet. 
Niku pisan-pisano 
dereng pernah maringi 
angsuran. Ndek mben 
mriki, mpun pinten 
tahun, lha mbok 6 
tahunan, 7 tahunan 
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wonten no. Dekne mriki 
cuma ngasih anu 
nambahi dadi 5 juta 
utange, dekne nambahi 
3 juta jadi 8 juta. Lha 
niku kan yen liane mriki 
kan nggeh pun disita 
meneh wong wes tahun-
tahunan. Terus akhire 
sertifikate dekne dijaluk 
terus nambahi 3 juta. 
Lha nggeh pripun Bu 
Yayuk niku jiwane 
halus. Dadi nak kon 
tegel banget nggeh 
mboten saget. Dadi sing 
macet niku nggih sing 
ndisik-ndisik niku. 
10.    Biasane sing ngambil 
pembiayaan teng mriki 
niku mayoritas saking 
anggota lama nopo 
saking anggota baru? 
Nggih, mboten anggota 
nggih enten, anggota 
baru nggih enten. 
11.    Niku melakukan 
survey riyin nopo 
mboten? 
Nggih, namung njelaske 
sak perlune, kan sakniki 
ngekekine mung 
sedikit-sedikit, mboten 
okeh-okeh, paling mung 
2 juta ngoteniku. 
Khusus ngge pedagang 
kecil-kecilan. Dadi 
nggeh nak pinjamane 
kathah di survey, nak 
sedikit nggeh mboten. 
Lha nak sing ndisik-
ndisik nggeh di survey 
wong nyilihe okeh-okeh 
kok. 10 juta, 15 juta, 30 
juta, sing riyin-riyin kan 
banyak-banyak. Wonten 
sing ngambile 15 juta, 
jaminane gur BPKB 
mobil, niku nggih sak 
penake dewe wong yo 
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ratau ngangsur. Kulo 
anu angger kulo parani 
golekane angel. 
Kendaraane tesih, wong 
yo kendaraane di dol yo 
wes rapayu. Wong 
kendaraan pun lawas 
niku. 
12.    Lha ndisik nopo 
mboten wonten 
penilaian atas barang 
jaminan?  
Mboten, lha nggeh 
ndisik salahe teng 
mriku, kesalahane 
ndisik ngoteniku. Mboh 
wong ndisik-ndisik i 
kulo nggeh gumun 
utange sak mono. Nggih 
mungkin lagi golek 
nasabah, nopo pripun 
kan nggeh ora ngerti 
dadi utange sak mene 
akehe 
13.    Teng BMT mriki nopo 
pernah melakukan 
penyitaan jaminan? 
Dereng tau og, dereng 
tau. Kudune mpun nyita 
okeh. Nggeh niki sing 
rencana ajeng disita 
nggeh enten, daerah 
banyu anyar daleme. 
Ning yo omahe cedhak 
kali o yen nang kota 
payune mesti yo tetep 
okeh.  
14.    Teng mriki tasih 
kathah nahan 
sertifikat? 
Tesih, tesih enten 
kathah. Nggih niku 
rencana ajeng di sita. 
Dadi mriki nggih cari 
persetujuan sik kalih 
sing nganu niku. Lha 
witekne piye we nganti 
tekan sak yahmene 
macet. Uang sing 
dipinjamke ndisik 
nggeh mriki uang dari 
luar. 
15.    Berarti teng mriki 
dereng enten strategi 
penanganan 
pembiayaan 
Nggih, dereng-dereng 
enten. Dadi saget 
bertahun-tahun. Nggeh 
maklum, karena 
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bermasalah nggih? pengelolane nggeh 
nggur cewek-cewek kan 
jiwane kan okeh 
lembute kaleh tegase. 
Lha nggih niku makane 
sesudah ini akan ada 
bapak-bapak nanti 
namanya di ganti BMT 
Annisa’ wanita.. terus di 
tambahi nopo ngeten. 
Enek embel-embele 
mburi nopo ngeten. 
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Lampiran 5 
Foto Dokumentasi 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
Jadwal Penelitian 
 
NO 
Bulan Januari 
2018 
Januari 
 
Februari April Mei Agustus September Oktober 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Penyusunan Proposal X X X X                             
2.  Survei BMT    X X X X                          
3.  Revisi Proposal             X X X X                 
4.  Ujian Seminar Proposal                  X X              
5.  Pengumpulan Data                     X X X X         
6.  Analisis Data                        X X X X X     
7.  Penulisan Skripsi                       X X X X X X X X   
8.  UjianMunaqosyah                                 
9.  RevisiSkripsi                                 
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